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BAB |
PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, bahwa Bakesbangpol merupakan
Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik yang
dipimpin oleh KepalaBadan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto. Bakesbangpol
mempunyai  tugas  merumuskan kebijakan  teknis, merencanakan,
mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang
pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan
kelembagaan dan kewaspadaan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :

a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;

c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang
pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;

d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;

f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan
umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja, dan pelayanan
administratif dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan program,

kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
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Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit
organisasi di lingkungan badan;

Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utam (IKU) Badan;
Pengkoordinasian, penyusunan indikator kinerja individu (IKI) di lingkungan
Badan;

Penyusunan Renstra dan Renja;

Penyusunan RKA;

Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;

Penyusunan PK;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) Badan;
Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;

Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan
kearsipan;

Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

. Pelaksanaan urusan rumah tangga;

Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

Pengelolaan anggaran belanja;

Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;

Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;

Pelaksanaan SPI;

Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat
pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2) Kelompok Jabatan Fungsional



2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial

Budaya dan Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya dan Agama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ideologi dan
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerabh;

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerabh;

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;

d. Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan

ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan



narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di wilayah daerah, dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
daerabh;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala
daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
daerabh;

d. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan

partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan



situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
daerabh;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan
umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing di wilayah daerah, dan

f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta
penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah
daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;

d. Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang

kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;



e.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah
daerah;Pelaksanaan pemberian izin riset dan survey yang dilaksanakan
oleh perorangan maupun lembaga di daerah serta pemberian izin
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan
Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di daerah, dan

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris atau Kepala Bidang masing-masing, dengan ketentuan

umum sebagai berikut :

a.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Kelompok Jabatan Fungsinal terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian
dan keterampilan;

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh Subkoordinator
pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang
tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui jabatan
administrator masing-masing;

Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan sesuai masing-masing pengelompokan uraian
tugas Kelompok Sub substansi;

Subkoordinator ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan
Kepala Badan;

Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan
hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja;

Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mojokerto adalah sebagai berikut :
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023.
Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mojokerto merupakan kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala Badan
Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto dengan Walikota Mojokerto untuk
dicapai dalam periode Tahun 2023. Adapun Perencanaan Kinerja dalamhal ini

sasaran kinerja pegawai (SKP) tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2023

RENCANA HASIL
NO KERJA INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. | Menguatnya Prosentase konflik 100 %
Ketahanan Sosial IPOLEKSOSBUD yang
Masyarakat diselesaikan (Kasus-kasus
demonstrasi yang dapat dicegah
danditanggulangi)
Prosentase konflik SARA yang 100 %
diselesaikan
Prosentase LSM / Ormas / Parpol 70,44 %
yang berpartisipasi aktif dalam
pembangunan
2. | Meningkatnya Nilai SAKIP 81
Akuntabilitas
. . . " Indeks Kepuasan Masyarakat 86,17
Kinerja dan
Kualitas Layanan Indeks Manajemen Resiko Level 3

B. RENCANA AKSI TAHUN 2023.
Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati, maka telah disusun
rencana aksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun rencanaaksi

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2

Rencana Aksi Tahun 2023

NO RENCANA TARGET TARGET TRIWULAN
HASIL KERJA INDIKATOR KINERJA TAHUN T m v
1 | Menguatnya Prosentase konflik 100% 100% | 100% | 100% | 100%
Ketahanan IPOLEKSOSBUD yang
Sosial diselesaikan (Kasus-kasus
Masyarakat demonstrasi yang dapat
dicegah danditanggulangi
Prosentase konflik SARA 100% 100% [ 100% | 100% | 100%
yangdiselesaikan
Prosentase LSM / Ormas |70,44% 25% 20% | 25,44% -
/ Parpol yang
berpartisipasi aktif dalam
pembangunan
2. | Meningkatnya | Nilai SAKIP 81 - 81
Akuntabilitas
Kinerja dan Indeks Manajemen Risiko Level 3 Level 3
Kualitas
Layanan
Indeks Kepuasan Masyarakat 86,17 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17

CAPAIAN KINERJA.
Dari sasaran kinerja pegawai yang ditargetkan, dapat diketahui bahwa

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto memiliki 6 indikator

kinerja untuk mengukur keberhasilan. Adapun capaian kinerja sampai dengan

Triwulan | Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Tahun 2023

NO

RENCANA HASIL
KERJA

INDIKATOR KINERJA

TARGET
TAHUN

TRIWULAN |

Target

Realisasi

Capaian

Menguatnya
Ketahanan
Sosial
Masyarakat

Prosentase konflik
IPOLEKSOSBUD yang
diselesaikan (Kasus-
kasus demonstrasi
yang dapat dicegah
danditanggulangi

100%

100%

100%

100%

Prosentase konflik
SARA yang
diselesaikan

100%

100%

100%

100%

Prosentase LSM /
Ormas / Parpol yang
berpartisipasi aktif
dalam pembangunan

70,44%

25%

25%

100%




2. | Meningkatnya Nilai SAKIP 81 81 81 81
Akuntabilitas

Kinerja dan Indeks Manajemen Risiko Level 3 | Level3 [ Level3 | Level3
Kualitas Layanan [ |pdeks Kepuasan 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17
Masyarakat

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.
Sampai dengan triwulan | tahun 2023, sebagian target kinerja telah
tercapai. Secara rinci, penjelasan capaian kinerja dari setiap indikator dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus
demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi

Tabel 2.4

Capaian Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan
(Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi

Sasaran Strategis

MenguatnyaKetahanan Sosial Masyarakat

: . Triwulan I
No Indikator Kinerja — ;
Target | Realisasi | Capaian
1 Prosentase konflik 100% 100% 100%

IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan
(Kasus-kasus demonstrasi yang
dapat dicegah danditanggulangi)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan
indikator kinerja utama Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang
diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan
ditanggulangi) yaitu jumlah konflik yang terselesaikan dengan jumlah potensi
konflik yang terjadi
Realisasi Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Jumlah konflik yang terselesaikan

Jumlah potensi konflik yang terjadi

x 100

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan.
Pada triwulan | Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik yang terjadi, jadi
capaian kinerjanya mencapai 100%.



2. Prosentase konflik SARA yangdiselesaikan
Tabel 2.5
Capaian Prosentase Konflik SARA yangdiselesaikan

Sasaran Strategis

MenguatnyaKetahanan Sosial Masyarakat

. . Triwulan |l
No Indikator Kinerja S .
Target Realisasi | Capaian
1 Prosentase konflik SARA yang 100% 100% %
diselesaikan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan
indikator kinerjautama Prosentase konflik SARA yang terselesaikan yaitu
jumlah konflik Sara yang terselesaikan dengan jumlah potensi konflik Sara
yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Prosentase konflik SARA yang

terselesaikan memiliki rumus perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Konflik Sara yang terselesaikan

0
Jumlah Potensi Konflik Sara x 100%

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan.
Pada triwulan | Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik Sara yang terjadi,
jadi capaian kinerjanya mencapai 100%.

3. Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam
Pembangunan

Tabel 2.6
Capaian Prosentase LSM / Ormas / Parpol
yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan

Sasaran Strategis

MenguatnyaKetahanan Sosial Masyarakat

No Indikator Kinerja LU EVH]
J Target Realisasi Capaian
1 Prosentase LSM / 25% 25% 100%

Ormas / Parpol yang
berpartisipasi aktif
dalam pembangunan




Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan
indikator kinerjautama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi
aktif dalam pembangunan vyaitu Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang
berpartisipasi dalam pembangunan dengan Jumlah LSM/ORMAS/Parpol
yang ada. Indikator Kinerja Utama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang
berpartisipasi aktif dalam pembangunan memiliki rumus perhitungan sebagai
berikut :

Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang
berpartisipasi dalam pembangunan

0
Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada X 100%

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap
bulan. Pada triwulan | Tahun 2023 jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang
berpartisipasi dalam pembangunan adalah sebanyak 39 LSM/ORMAS/Parpol
atau seluruh LSM/ORMAS/Parpol sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

4. Nilai SAKIP

Tabel 2.7

Sasaran Strategis

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas
Layanan

Triwulan |

No Indikator Kinerja . :
I netl Target Realisasi | Capaian

1 | Nilai SAKIP - - -

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto
Nomor 53 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto,
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk seluruh Perangkat
Daerah dilakukan pada empat komponen vyaitu :

1. Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

3. Pelaporan Kinerja

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian Kinerja empat komponen vyang digunakan dalam



penilaian/evaluasi AKIP ditunjang oleh dokumen-dokumen perangkat daerah

seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian

Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), LKjIP, Rencana Aksi, IKU

dan sebagainya. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim

Evaluator SAKIP Kota Mojokerto melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Realisasi pada triwulan | Tahun 2023 sebesar 75,75 ini merupakan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022, berdasarkan Surat Sekretariat

Daerah Kota Mojokerto tanggal 19 Oktober 2022 perihal Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Data dukung/evidence capaian :
» Hasil Evaluasi AKIP Kota Mojokerto Tahun 2022

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 145 Telepon (0321) 321749
w MOJOKERTO 61341

Mojokerto, (9 Oktober 2022

'} (l

: lo

Nomor 700/ 1417.103.222022 Kepada

Lampiran : 1(satu) berkas Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan
Sifat : Penting Bangsa dan Politik Kota
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mojokerto

Instansi Pemerintah Tahun 2022 di
— MOJOKERTO

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabiitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 tahun 2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kota Mojokerto, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja .
Instansi dalam kinerja
yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada pemerintah daerah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022
mendapatkan nilal 75,75 kategori peringkat BB (Sangat Baik) atas penilaian seluruh

kinerja yang di i, dengan rincian sebagai berikut :
KOMPONEN BOBOT NILAI

A. Perencanaan Kinerja 30 % 243

B. Pengukuran Kinerja 30 % 25,2

C. Pelaporan Kinerja 15 % 12,15

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5% 15,00
Jumiah 100 % 75,75

demokrasi dan hak asasi manusia, gan k dan d;

nasional.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2021

Dari 7 rekomendasi LHE tahun 2021, 5 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dan 2 tindak

lanjut belum sesuai rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut :

1. i nomor A2 : SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring tujuan
jangka menengah secara periodik dan dimonitoring capaian kinerja target jangka menengah
(indikator tujuan) setiap tahun dalam laporan kinefja beserta tindak lanjut atas hasil
monitoring.

Tindak lanjut yang telah disampaikan : SOP Monev Kinerja
Tindak lanjut yang seharusnya : SOP Monev Kinerja dan laporan monitoring kinerja dan
tindak lanjut

2. nomor B : Y Indikator Kinerja Eselon 3 dan 4 yang SMART dan
cukup.

Tindak lanjut yang telah disampaikan : Perubahan indikator Kinerja Eselon 3 dan 4 tahun
2023 pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023

Tindak lanjut yang 3 p PK eselon 3 dan 4 yang SMART
dan cukup

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI
a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum,

sesudah, serta dampak keberhasilan pada: -

1) i atas P Kinerja (Komp 1)
Masih terdapat data dukung yang belum sesuai dengan rekomendasicatatan evaluator
intemal, antara lain :
a. Pada komponen 1b.3 & 1b.4, perlu perbaikan data dukung pohon kinerja
b. Pada kompoen 1b.8 , periu perbaikan data dukung cascading
¢. Pada komponen 1b.10, sasaran strategis pada data dukung perjanjian kinerja berbeda

dengan sasaran strategis pada dokumen P-renstra Bakesbangpol.

2) | atas Penguk Kinerja (Kt 2)
Masih terdapat data dukung yang belum sesuai dengan rekomendasi/catatan evaluator
intemal, antara lain :

a. Pada komponen 2b.1, dijelaskan bahwa terdapat kegiatan rapat evaluasi kinerja,
namun data dukung notulen belum disampaikan.
3) i atas Pelap Kinerja (Komp 3)

1. PENDAHULUAN
a. Dasar Hukum Evaluasi
* Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 ten
tang Sistem Akuntabilit
o as Kinerja Instansi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Relormasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evahiasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomer 89
Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

*  Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerio

-4

Latar Belakang Evaluasi

l?alzn rangka mengukur kinefja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka diperlukan akfivitas analisis yang
sistematis, dengan memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta
pemberian solusi alas masalah yang ditemukan maka diperlukan adanya Evaluasi AKIP,

I

Tujuan Evaluasi

® Memperoleh informasi mengenal implementasi SAKIP; .
Menilai ingkat implementasi SAKIP,

* Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

® Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan

= Memonitor findak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

s

. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan AKIP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

e Metodologi Evaluasi
Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah peniaian mandiri yang dilakukan cleh
masing-masing perangkat daerah (self assessment), dan peniaian kualitas LKE (Lembar Kera
Evaluasi) oleh Tim Evaluator SAKIP.

. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsl serta Tala Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
Kota Mojokerto mempunyal tugas pokok merumuskan kebijakan teknis merencanakan,
il dan tugas-tugas di bidang pengembangan

4) Evaluasi atas Evaluasl Akuntabllitas Kinerja Internal (Komponen 4)

Masih terdapat data dukung LHE tahun 2021 yang belum sesual rekomendasi/catatan

evaluator Intemal, yaitu:

a.  SOP Monev Kinerja yang dilampirkan hanya sampul depan

b. Laporan Kinerja berjenjang yang belum j I dari
Eselon |l sampai dengan pelaksana

¢. Evaluasi kinerja intemal hanya berupa folo

d. Belum melampirkan tindak lanjut atas rekomendasi LHE tahun 2020

e. Tindak lanjut atas Rekomendasi LHE tahun 2021, dari 7 rekomendasi masih terdapat 2
rekomendasi yang belum sesual sebagaimana pada poin 1.g.

1. Dokumen LKjIP yang disajikan tahun 2020, seharusnya tahun 2021 yang menunjukkan
perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan
efisiensi kinerja.

atas catatan untuk ik

2)

3]

Untuk Komponen 1 agar :

a. Melakukan perbaikan data dukung pohon kinerja. Pohon kinerja belum menunjukkan
hubungan pola sebab-akibat, nomenklatur program hingga sub-kegiatan seharusnya
menjadi final outcome hingga level output.

b. data dukung ing yang i dan
antara dok kinerja dengan kondisi/hasil yang akan

dicapai pada sefiap level jabatan.

c. Dokumen perjanjian kinerja pada & strategis
(renstra) organisasi.

Untuk Komponen 2 agar :

a. Menambahkan data dukung notulen rapat evaluasi pengukuran kinerja

Untuk Komponen 4 agar :

a. Melampirkan SOP Monev Kinerja secara lengkap

b. Melampirkan Laporan Kinerja berjenjang yang i penjenj dari Eselon Il
sampai dengan pelaksana

c. irkan dok yang i bahwa kinerja organisasi telah di evaluasi

d. Menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun 2020

Menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun 2021 yang masih belum sesuai dengan poin
19.
Melampirkan dokumen LKjIP tahun 2021 yang J [ dan

Kkineria serta ifitas dan efisiensi kineria.




3. PENUTUP
a. Kesimpulan
Berdasarkan rekomendasi tersebut di atas diminta kepada Kepala Badan Kesatuan B.1ngs1 dan
Politik Kota Mojokerto beserta seluruh jajaran agar
kinerja sebagaimana tertuang di dalam penjelasan Lembar Kriteria Evaluas (LKE). Selumh
rekomendasi atas Evaluasi AKIP tahun 2022 agar Saudara tindak lanjuti dalam waktu 5 (lima)
hari kerja sejak menerima LHE ini dan dikirimkan ke Inspektorat.

b. Dorongan terhadap imp SAKIP yang lebih baik
Kami menghargai setiap upaya yang telah di untuk perbaikan Sistem
Kinerja dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

:A;r'- K ’.lﬂ'
w': na Utama Madya
<)

£680206 199301 1 002

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Ibu Walikota Mojokerto (Sebagai laporan)

5. Indeks Manajemen Risiko

Tabel 2.8
Capaian Indeks Manajemen Risiko

Sasaran Strategis

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas

Layanan
: . Triwulan i
No Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
1 | Indeks Manajemen Risiko 3 1,5 50%

Indeks Manajemen risiko adalah indeks yang menggambarkan
kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup instansi yang diperoleh
dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model
penilaian Indeks Manajemen Risiko, parameter penilaian dikelompokkan
menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu :

* Perencanaan
+ Kapabilitas

* Hasil

Realisasi pada triwulan | Tahun 2023 sebesar 1,5 ini merupakan
Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2022, Untuk realisasi
Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan evaluasi
oleh Tim Inspektorat, dan hasilnya biasanyarilis pada bulan Desember.
Selain dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektorat, Perangkat Daerah juga
melakukan Penilaian Mandiri dengan menggunakan kertas kerja
berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 5Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Daerah serta Peraturan Walikota Mojokerto Nomor

44 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko diKota Mojokerto.



Data dukung/evidence capaian :

PENILAIAN MANDIRI MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)
2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI) I 1.500
AREA/KOMPONEN BOBOT SKOR NILAI
PERENCANAAN 40.00% 1.00
KUALITAS PERENCANAAN 40.00% 2.50 1.00
KAPABILITAS 30.00% 0.20
KEPEMIMPINAN 5.00% 0.25 0.01
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 5.00% 1.00 0.05
SUMBER DAYA MANUSIA 5.00% 0.50 0.03
KEMITRAAN 2.50% 0.00 0.00
PROSES MANAJEMEN RISIKO 12.50% 0.90 0.11
HASIL 30.00% 0.30
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO 18.75% 1.00 0.19
OUTCOMES 11.25% 1 0.11
TOTAL 100.00% 1.50

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.9
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran Strategis

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas
Layanan

Triwulan |

No Indikator Kinerja . .
J Target Realisasi | Capaian

1 | Indeks Kepuasan Masyarakat - - -

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari
kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka yang
berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Survei tersebut dilakukan kepada penerima layanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,dalam hal ini adalah perangkat daerah



lain dengan cara mengukur persepsipenerima layanan atas sembilan unsur
dari pelayanan yang diberikan. Sembilan unsur tersebut terdiri dari
Persyaratan (Ul), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2), Waktu
Penyelesaian (U3), Biaya/Tarif (U4), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
(U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan (U8), dan Sarana dan Prasarana (U9).
Survei dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif
dengan pengukuran Skala Likert (Skala 1 — 4),sedangkan pengolahan data
dilakukan dengan memperhitungkan nilai skalayang diperoleh pada setiap
unsur pelayanan. Pengolahan data tersebut akanmenghasilkan besaran nilai
yang dapat digunakan untuk mengetahui mutu dan kinerja pelayanan suatu
organisasi. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dihitung setiap semester melalui aplikasi SuKMa-eJatim
(Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur).

Realisasi pada triwulan | Tahun 2023 sebesar 85.39 ini merupakan
Hasil Survey Kepuasan terhadap pengguna layanan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Triwulan Il Tahun 2022, berdasarkan

Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

Data dukung/evidence capaian :

Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Pengguna
Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah | Persentase Persyarat a8
No Persyaratan (Orang) (%)
1 | Tidak Sesuai 0 0.00 0%
2 | Kurang Sesuai 0 0.00 o 0% e
3 | Sesuai 14 70.00 s seata)
4 | Sangat Sesuai 6 30.00 N Sangat e
100.00
Prosedur
Tidak Mudah 0 0.00 - v
Kurang Mudah 0 0.00 o e
Mudah 13 65.00 o chart vealn
Sangat Mudah 7 35.00 = sangat Mudah
100.00
Persentase Waktu
%
1 | Tidak Cepat 0 0.00 ‘
2 | Kurang Cepat 1 5.00 .
3 | Cepat 13 65.00 Copat
4 | Sangat Cepat 6 30.00 . u Sangat Cepat
100.00




Biaya/Tarif

1 | Sangat Mahal 0 0.00 nSraniel

2 | Cukup Mahal 0 0.00 m Cukup Mahel

3 | Murah 2 10.00 = Murah

4 | Gratis 18 90.00 uGratis
100.00

Produk Spesifikasi Layanan

1 | Tidak Sesuai 0.00 u Tidak Sesuai
2 | Kurang Sesuai 0 0.00 KU
3 | Sesuai 12 60.00 l:gat Sesuai
4 | Sangat Sesuai 8 40.00

100.00

Kompetensi TIM

1 | Tidak Kompeten 0 0.00 m Tidak Koriperan
2 Kurang Kompeten 0 0.00 = Kurang Kompeten
3 | Kompeten 14 70.00 _:":tkmpt
4 Sangat Kompeten 6 30.00

100.00

Perilaku Pelaksana

Tidak sopan dan
1 ramah O 000 . l:’;c:::onandan
Kurang sopan dan = Kurang sopan dan
2 ramah 0 0.00 Eoeh
3 | Sopan dan ramah 13 65.00 SR
Sangat sopan dan mSangatsopan dan
4 ramah 7 35.00
100.00

Penanganan Pengaduan

1 | Tidak ada 0 0.00 i
2 | Ada tapi tidak berfungsi 1 5.00 e
Berfungsi tapi kurang mseruneiicg
3 balk 1 5.00 M Dikelola dengan baik
4 Dikelola dengan baik 18 90.00
100.00

Sarana Prasarana

1 [ Buruk 0

2 CUkup 1 m Buruk

3 Baik 11 55.00 = Cukup

4 | Sangat Baik 8 40.00 o
100.00  Sangat Baik




POND o o
Produk
Spesifikasi | Kompetensi| Perilaku Penanganan Sarana dan

0 Persyaratan Prosedur Waktu Biaya/Tarif | Pelayanan | Pelaksana | Pelaksana | Pengaduan Prasarana
JUMLAH 66 67 65 78 68 66 67 77 67
NRR PER UNSUR 3.30 3.35 3.25 3.90 3.40 3.30 3.35 3.85 3.35
NRR TERTIMBANG 0.36 0.37 0.36 0.43 0.37 0.36 0.37 0.42 0.37
NILAI IKM UNIT PELAYANAN 85.39

Realisasi Anggaran

Tabel 2.10

Persentase Capaian Realisasi Keuangan

Sasaran Strategis

Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintah

No

Indikator Kinerja

Triwulan I

Target

Realisasi

Capaian

Persentase Capaian Realisasi Keuangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam

melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023.

Realisasi anggaran triwulan | tahun 2023 dapat dilihat tabel dibawah ini.

Data dukung/evidence capaian :
Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran

EVALUASI RENCANA AKSI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO

TRIWULAN | TAHUN 2023

Triwulan | (Anggaran)
No Program Kegiatan . Capaian Sisa Pagu
Target Realisast Kinerja Anggaran
.
1 |PROGRAM PENGUATAN Perumusan Kebijakan 239,019,202 85,292,000 35.68% 153,727,202
IDEOLOGI PANCASILA DAN [Teknis dan Pemantapan
KARAKTER KEBANGSAAN Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN |Perumusan Kebijakan 243,805,845 70,395,000 28.87% 173,410,845
PERAN PARTAI POLITIK DAN |Teknis dan Pemantapan
LEMBAGA PENDIDIKAN Pelaksanaan Bidang
MELALUI PENDIDIKAN Pendidikan Politik, Etika
POLITIK DAN Budaya Politik,
PENGEMBANGAN ETIKA Peningkatan Demokrasi,
SERTA BUDAYA POLITIK Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di daerah
2 |PROGRAM Perumusan Kebijakan 93,159,162 30,720,000 32.98% 62,439,162
PEMBERDAYAAN DAN Teknis dan Pemantapan
PENGAWASAN ORGANISASI| |Pelaksanaan Bidang
KEMASYARAKATAN Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Perumusan Kebijakan 68,376,725 55,297,500 80.87% 13,079,225
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya




EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO
TRIWULAN I TAHUN 2023

Triwulan | (Anggaran)
No Program Kegiatan Targst Realisasi Capaian Sisa Pagu
arge’ €allsasl . .
E Kinerja Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN Perumusan Kebijakan 833,063,728 21,886,000 2.63% 811,177,728
KEWASPADAAN NASIONAL |Teknis dan Pelaksanaan
DAN PENINGKATAN Pemantapan
KUALITAS DAN FASILITASI| Kewaspadaan Nasional
PENANGANAN KONFLIK danPenanganan Konflik
SOSIAL Sosial
PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, 16,330,600 0 0.00% 16,330,600
URUSAN PEMERINTAHAN Penganggaran, dan
DAERAH KABUPATEN/KOTA |Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
[Administrasi Keuangan 593,810,247 306,167,644 51.56% 287,642,603
Perangkat Daerah
[Administrasi 37,719,324 20,647,400 54.74% 17,071,924
Kepegawaian Perangkat
Daerah
[Administrasi Umum 307,158,354 86,181,000 28.06% 220,977,354
Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik 35,323,530 20,450,000 57.89% 14,873,530
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa 64,125,000 52,965,409 82.60% 11,159,591
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang 275,342,502 o] 0.00% 275,342,502
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
TOTAL 2,807,234,219| 750,001,953 27% 2,057,232,266

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut -

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target anggaran sebesar Rp
239,019,202 terealisasi sebesar Rp 85,292,000 dengan persentase capaian kinerja
sebesar 35.68%. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program kerja adalah
terdapat beberapa rekening belanja pelaksanaan upacara Hari Jadi Kota Mojokerto
di akomodir oleh Bagian Umum (anggaran yang dibutuhkan cukup besar) serta
terkendalanya serapan anggaran terealisasi pada Bulan Juli 2023. Solusi untuk
mengatasi kendala dari pelaksanaan program Kegiatan Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ldeologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada
tahun berikutnya dengan lebih baik.

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
daerah dengan target anggaran sebesar Rp 243,805,845 terealisasi sebesar Rp
70,395,000 dengan persentase capaian kinerja sebesar 28.87%. Kendala dalam
pelaksaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan
terkendala belum diterbitkannya Peraturan KPU tentang Pentahapan Pemilukada
sehingga bantuan hibah kepada penyelenggara Pemilu belum dapat direalisasikan.
Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan program kerja ini adalah
pelaksanaan kegiatan menunggu diterbitkannya Peraturan KPU tentang
Pentahapan Pemilukada serta Belum terserapnya honorarium Tim Verifikasi
Banpol dan tim perkembangan Politik karena menunggu SK Tim Verifikasi Banpol
dan Tim Perkembangan Politik

3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target
anggaran sebesar Rp 93,159,162 terealisasi sebesar Rp 30,720,000 dengan
persentase capaian kinerja sebesar 32.98%. Kendala dalam pelaksaan program
kerja yang telah dilaksanakan adalah Pelaksanaan kegiatan terkendala karena
adanya penyesuaian anggaran dan ruang lingkup kajian pengadaan kain seragam
untuk mendapatkan saran masukan terkait langkah-langkah selanjutnya serta
Belum terserapnya honor tim terpadu pengawasan ormas dikarenakan terkendala



belum terbitnya SK Tim dimaksud. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami
selama pelaksanaan program adalah merencanakan kegiatan serupa pada tahun
berikutnya dengan lebih baik.

. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target anggaran sebesar Rp
68,376,725 terealisasi sebesar Rp 55,297,500 dengan persentase capaian kinerja
sebesar 80.87%. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program kerja adalah
Pelaksanaan rapat koordinasi verfikasi hibah FKUB dan Hibah FPK diakomodir
Bidang Kewaspadaan Nasional, dijadikan satu dengan hibah lainnya yang diampu
Bakesbangpol serta belum terlaksananya rapat tim penasehat FKUB, karena
menyesuaikan agenda Walikota. Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaa
program Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah mengupayakan tim
verifikasi hibah hanya diakomodi oleh satu bidang yang diampu oleh Bakesbangpol.

. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan target anggaran sebesar Rp
833,063,728 terealisasi sebesar Rp 21,886,000 dengan persentase capaian kinerja
sebesar 2.63%. Kendala dalam pelaksaan program kerja yang telah dilaksanakan
adalah Adanya kegiatan yang pelaksanaannya menyesuaikan agenda Ibu
Walikota. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan
program adalah pelaksanaan kegiatan menunggu arahan dari lbu Walikota.

. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
dengan target anggaran sebesar Rp 16,330,600 terealisasi sebesar Rp 0 dengan
persentase capaian kinerja sebesar 0%. Kendala dalam pelaksaan program kerja
yang telah dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum
sesuai rencana, penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya serta Pengadaan
pakaian dinas menunggu instruksi perubahan motif baru. Solusi untuk mengatasi
kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta
merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp
593,810,247 terealisasi sebesar Rp 306,167,644 dengan persentase capaian
kinerja sebesar 51.56%. Kendala dalam pelaksaan program kerja yang telah
dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai
rencana, penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya serta Pengadaan pakaian
dinas menunggu instruksi perubahan motif baru. Solusi untuk mengatasi kendala
yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta
merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp
37,719,324 terealisasi sebesar Rp 20,647,400 dengan persentase capaian kinerja
sebesar 54.74%. Kendala dalam pelaksaan program kerja yang telah dilaksanakan
adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai rencana,
penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya serta Solusi untuk mengatasi
kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta
merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp
307,158,354 terealisasi sebesar Rp 86,181,000 dengan persentase capaian kinerja
sebesar 28.06%. Kendala dalam pelaksaan program kerja yang telah dilaksanakan
adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai rencana,
penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya. Solusi untuk mengatasi kendala
yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta



merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

10.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan
target anggaran sebesar Rp 35,323,530 terealisasi sebesar Rp 20,450,000 dengan
persentase capaian kinerja sebesar 57.89%.

11.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target
anggaran sebesar Rp 64,125,000 terealisasi sebesar Rp 52,965,409 dengan
persentase capaian kinerja sebesar 82.60%.

12.Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan
target anggaran sebesar Rp 275,342,502 terealisasi sebesar Rp O dengan
persentase capaian kinerja sebesar 0%. Solusi untuk mengatasi kendala yang
dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta merencanakan
kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

E. Rencana Tindak Lanjut.

Untuk selanjutnya capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mojokerto yang telah sesuai maupun melampaui target akan dipertahankan.
Sedangkan kinerja yang capaiannya belum 100% akan lebih ditingkatkan. Pada
triwulan berikutnya akan dilaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana aksi yang
ditetapkan. Untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program kerja
adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada triwulan berikutnya
dengan lebih baik.
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PENUTUP

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto pada
triwulan | tahun 2023 belum mencapai target sebagaimana yang telah ditentukan. Hal
ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah
dilaksanakan. Untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program
kerja adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada triwulan

berikutnya dengan lebih baik

Mojokerto, Maret 2023
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BAB |
PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, bahwa Bakesbangpol merupakan
Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik yang
dipimpin oleh KepalaBadan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto. Bakesbangpol
mempunyai  tugas  merumuskan kebijakan  teknis, merencanakan,
mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang
pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan
kelembagaan dan kewaspadaan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :

a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;

c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang
pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;

d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;

f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan
umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja, dan pelayanan
administratif dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan program,

kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
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Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit
organisasi di lingkungan badan;

Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utam (IKU) Badan;
Pengkoordinasian, penyusunan indikator kinerja individu (IKI) di lingkungan
Badan;

Penyusunan Renstra dan Renja;

Penyusunan RKA;

Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;

Penyusunan PK;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) Badan;
Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;

Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan
kearsipan;

Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

. Pelaksanaan urusan rumah tangga;

Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

Pengelolaan anggaran belanja;

Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;

Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;

Pelaksanaan SPI;

Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat
pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2) Kelompok Jabatan Fungsional



2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial

Budaya dan Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya dan Agama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ideologi dan
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerabh;

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerabh;

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;

d. Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan

ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan



narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di wilayah daerah, dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
daerabh;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala
daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
daerabh;

d. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan

partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan



situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
daerabh;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan
umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing di wilayah daerah, dan

f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta
penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah
daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;

d. Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang

kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;



e.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah
daerah;Pelaksanaan pemberian izin riset dan survey yang dilaksanakan
oleh perorangan maupun lembaga di daerah serta pemberian izin
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan
Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di daerah, dan

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris atau Kepala Bidang masing-masing, dengan ketentuan

umum sebagai berikut :

a.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Kelompok Jabatan Fungsinal terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian
dan keterampilan;

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh Subkoordinator
pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang
tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui jabatan
administrator masing-masing;

Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan sesuai masing-masing pengelompokan uraian
tugas Kelompok Sub substansi;

Subkoordinator ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan
Kepala Badan;

Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan
hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja;

Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mojokerto adalah sebagai berikut :



KOTA MOJOKERTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA MOJOKERTO

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT
|
I |
SUB BAGIAN KELOMPOK
UMUM DAN JABATAN
KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
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WAWASAN
KEBANGSAAN DAN
KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL
BUDAYA DAN AGAMA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
KEWASPADAAN BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI DAN
NASIONAL DAN
PENANGANAN ORGANISASI
KONFLIK KEMASYARAKATAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL




BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023.
Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mojokerto merupakan kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala Badan
Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto dengan Walikota Mojokerto untuk
dicapai dalam periode Tahun 2023. Adapun Perencanaan Kinerja dalamhal ini

sasaran kinerja pegawai (SKP) tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2023

RENCANA HASIL
NO KERJA INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. | Menguatnya Prosentase konflik 100 %
Ketahanan Sosial IPOLEKSOSBUD yang
Masyarakat diselesaikan (Kasus-kasus
demonstrasi yang dapat dicegah
danditanggulangi)
Prosentase konflik SARA yang 100 %
diselesaikan
Prosentase LSM / Ormas / Parpol 70,44 %
yang berpartisipasi aktif dalam
pembangunan
2. | Meningkatnya Nilai SAKIP 81
Akuntabilitas
. . . " Indeks Kepuasan Masyarakat 86,17
Kinerja dan
Kualitas Layanan Indeks Manajemen Resiko Level 3

B. RENCANA AKSI TAHUN 2023.
Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati, maka telah disusun
rencana aksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun rencanaaksi

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2

Rencana Aksi Tahun 2023

NO RENCANA TARGET TARGET TRIWULAN
HASIL KERJA INDIKATOR KINERJA TAHUN T m v
1 | Menguatnya Prosentase konflik 100% 100% | 100% | 100% | 100%
Ketahanan IPOLEKSOSBUD yang
Sosial diselesaikan (Kasus-kasus
Masyarakat demonstrasi yang dapat
dicegah danditanggulangi
Prosentase konflik SARA 100% 100% [ 100% | 100% | 100%
yangdiselesaikan
Prosentase LSM / Ormas |70,44% 25% 20% | 25,44% -
/ Parpol yang
berpartisipasi aktif dalam
pembangunan
2. | Meningkatnya | Nilai SAKIP 81 - 81
Akuntabilitas
Kinerja dan Indeks Manajemen Risiko Level 3 Level 3
Kualitas
Layanan
Indeks Kepuasan Masyarakat 86,17 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17

CAPAIAN KINERJA.
Dari sasaran kinerja pegawai yang ditargetkan, dapat diketahui bahwa

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto memiliki 6 indikator

kinerja untuk mengukur keberhasilan. Adapun capaian kinerja sampai dengan

Triwulan Il Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Tahun 2023

NO

RENCANA HASIL
KERJA

INDIKATOR KINERJA

TARGET
TAHUN

TRIWULAN I

Target

Realisasi

Capaian

Menguatnya
Ketahanan
Sosial
Masyarakat

Prosentase konflik
IPOLEKSOSBUD yang
diselesaikan (Kasus-
kasus demonstrasi
yang dapat dicegah
danditanggulangi

100%

100%

100%

100%

Prosentase konflik
SARA yang
diselesaikan

100%

100%

100%

100%

Prosentase LSM /
Ormas / Parpol yang
berpartisipasi aktif
dalam pembangunan

70,44%

25%

25%

100%




2. | Meningkatnya Nilai SAKIP 81 81 81 81
Akuntabilitas

Kinerja dan Indeks Manajemen Risiko Level 3 | Level3 [ Level3 | Level3
Kualitas Layanan [ |pdeks Kepuasan 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17
Masyarakat

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.
Sampai dengan triwulan Il tahun 2023, sebagian target kinerja telah
tercapai. Secara rinci, penjelasan capaian kinerja dari setiap indikator dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus
demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi

Tabel 2.4

Capaian Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan
(Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi

Sasaran Strategis

MenguatnyaKetahanan Sosial Masyarakat

: . Triwulan I
No Indikator Kinerja — ;
Target | Realisasi | Capaian
1 Prosentase konflik 100% 100% 100%

IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan
(Kasus-kasus demonstrasi yang
dapat dicegah danditanggulangi)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan
indikator kinerja utama Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang
diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan
ditanggulangi) yaitu jumlah konflik yang terselesaikan dengan jumlah potensi
konflik yang terjadi
Realisasi Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Jumlah konflik yang terselesaikan

Jumlah potensi konflik yang terjadi

x 100

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan.
Pada triwulan Il Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik yang terjadi, jadi
capaian kinerjanya mencapai 100%.



2. Prosentase konflik SARA yangdiselesaikan
Tabel 2.5
Capaian Prosentase Konflik SARA yangdiselesaikan

Sasaran Strategis

MenguatnyaKetahanan Sosial Masyarakat

. . Triwulan |l
No Indikator Kinerja S .
Target Realisasi | Capaian
1 Prosentase konflik SARA yang 100% 100% %
diselesaikan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan
indikator kinerjautama Prosentase konflik SARA yang terselesaikan yaitu
jumlah konflik Sara yang terselesaikan dengan jumlah potensi konflik Sara
yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Prosentase konflik SARA yang

terselesaikan memiliki rumus perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Konflik Sara yang terselesaikan

0
Jumlah Potensi Konflik Sara x 100%

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan.
Pada triwulan Il Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik Sara yang terjadi,
jadi capaian kinerjanya mencapai 100%.

3. Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam
Pembangunan

Tabel 2.6
Capaian Prosentase LSM / Ormas / Parpol
yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan

Sasaran Strategis

MenguatnyaKetahanan Sosial Masyarakat

No Indikator Kinerja LU EVH]
J Target Realisasi Capaian
1 Prosentase LSM / 25% 25% 100%

Ormas / Parpol yang
berpartisipasi aktif
dalam pembangunan




Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan
indikator kinerjautama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi
aktif dalam pembangunan vyaitu Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang
berpartisipasi dalam pembangunan dengan Jumlah LSM/ORMAS/Parpol
yang ada. Indikator Kinerja Utama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang
berpartisipasi aktif dalam pembangunan memiliki rumus perhitungan sebagai
berikut :

Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang
berpartisipasi dalam pembangunan

0
Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada X 100%

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap
bulan. Pada triwulan 1l Tahun 2023 jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang
berpartisipasi dalam pembangunan adalah sebanyak 39 LSM/ORMAS/Parpol
atau seluruh LSM/ORMAS/Parpol sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

4. Nilai SAKIP

Tabel 2.7

Sasaran Strategis

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas
Layanan

Triwulan I

No Indikator Kinerja . :
I netl Target Realisasi | Capaian

1 | Nilai SAKIP - - -

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto
Nomor 53 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto,
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk seluruh Perangkat
Daerah dilakukan pada empat komponen vyaitu :

1. Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

3. Pelaporan Kinerja

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian Kinerja empat komponen vyang digunakan dalam



penilaian/evaluasi AKIP ditunjang oleh dokumen-dokumen perangkat daerah

seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian

Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), LKjIP, Rencana Aksi, IKU

dan sebagainya. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim

Evaluator SAKIP Kota Mojokerto melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Realisasi pada triwulan Il Tahun 2023 sebesar 75,75 ini merupakan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022, berdasarkan Surat Sekretariat

Daerah Kota Mojokerto tanggal 19 Oktober 2022 perihal Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Data dukung/evidence capaian :
» Hasil Evaluasi AKIP Kota Mojokerto Tahun 2022

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 145 Telepon (0321) 321749
w MOJOKERTO 61341

Mojokerto, (9 Oktober 2022

'} (l

: lo

Nomor 700/ 1417.103.222022 Kepada

Lampiran : 1(satu) berkas Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan
Sifat : Penting Bangsa dan Politik Kota
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mojokerto

Instansi Pemerintah Tahun 2022 di
— MOJOKERTO

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabiitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 tahun 2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kota Mojokerto, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja .
Instansi dalam kinerja
yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada pemerintah daerah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022
mendapatkan nilal 75,75 kategori peringkat BB (Sangat Baik) atas penilaian seluruh

kinerja yang di i, dengan rincian sebagai berikut :
KOMPONEN BOBOT NILAI

A. Perencanaan Kinerja 30 % 243

B. Pengukuran Kinerja 30 % 25,2

C. Pelaporan Kinerja 15 % 12,15

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5% 15,00
Jumiah 100 % 75,75

demokrasi dan hak asasi manusia, gan k dan d;

nasional.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2021

Dari 7 rekomendasi LHE tahun 2021, 5 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dan 2 tindak

lanjut belum sesuai rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut :

1. i nomor A2 : SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring tujuan
jangka menengah secara periodik dan dimonitoring capaian kinerja target jangka menengah
(indikator tujuan) setiap tahun dalam laporan kinefja beserta tindak lanjut atas hasil
monitoring.

Tindak lanjut yang telah disampaikan : SOP Monev Kinerja
Tindak lanjut yang seharusnya : SOP Monev Kinerja dan laporan monitoring kinerja dan
tindak lanjut

2. nomor B : Y Indikator Kinerja Eselon 3 dan 4 yang SMART dan
cukup.

Tindak lanjut yang telah disampaikan : Perubahan indikator Kinerja Eselon 3 dan 4 tahun
2023 pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023

Tindak lanjut yang 3 p PK eselon 3 dan 4 yang SMART
dan cukup

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI
a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum,

sesudah, serta dampak keberhasilan pada: -

1) i atas P Kinerja (Komp 1)
Masih terdapat data dukung yang belum sesuai dengan rekomendasicatatan evaluator
intemal, antara lain :
a. Pada komponen 1b.3 & 1b.4, perlu perbaikan data dukung pohon kinerja
b. Pada kompoen 1b.8 , periu perbaikan data dukung cascading
¢. Pada komponen 1b.10, sasaran strategis pada data dukung perjanjian kinerja berbeda

dengan sasaran strategis pada dokumen P-renstra Bakesbangpol.

2) | atas Penguk Kinerja (Kt 2)
Masih terdapat data dukung yang belum sesuai dengan rekomendasi/catatan evaluator
intemal, antara lain :

a. Pada komponen 2b.1, dijelaskan bahwa terdapat kegiatan rapat evaluasi kinerja,
namun data dukung notulen belum disampaikan.
3) i atas Pelap Kinerja (Komp 3)

1. PENDAHULUAN
a. Dasar Hukum Evaluasi
* Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 ten
tang Sistem Akuntabilit
o as Kinerja Instansi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Relormasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evahiasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomer 89
Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

*  Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerio

-4

Latar Belakang Evaluasi

l?alzn rangka mengukur kinefja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka diperlukan akfivitas analisis yang
sistematis, dengan memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta
pemberian solusi alas masalah yang ditemukan maka diperlukan adanya Evaluasi AKIP,

I

Tujuan Evaluasi

® Memperoleh informasi mengenal implementasi SAKIP; .
Menilai ingkat implementasi SAKIP,

* Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

® Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan

= Memonitor findak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

s

. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan AKIP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

e Metodologi Evaluasi
Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah peniaian mandiri yang dilakukan cleh
masing-masing perangkat daerah (self assessment), dan peniaian kualitas LKE (Lembar Kera
Evaluasi) oleh Tim Evaluator SAKIP.

. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsl serta Tala Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
Kota Mojokerto mempunyal tugas pokok merumuskan kebijakan teknis merencanakan,
il dan tugas-tugas di bidang pengembangan

4) Evaluasi atas Evaluasl Akuntabllitas Kinerja Internal (Komponen 4)

Masih terdapat data dukung LHE tahun 2021 yang belum sesual rekomendasi/catatan

evaluator Intemal, yaitu:

a.  SOP Monev Kinerja yang dilampirkan hanya sampul depan

b. Laporan Kinerja berjenjang yang belum j I dari
Eselon |l sampai dengan pelaksana

¢. Evaluasi kinerja intemal hanya berupa folo

d. Belum melampirkan tindak lanjut atas rekomendasi LHE tahun 2020

e. Tindak lanjut atas Rekomendasi LHE tahun 2021, dari 7 rekomendasi masih terdapat 2
rekomendasi yang belum sesual sebagaimana pada poin 1.g.

1. Dokumen LKjIP yang disajikan tahun 2020, seharusnya tahun 2021 yang menunjukkan
perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan
efisiensi kinerja.

atas catatan untuk ik

2)

3]

Untuk Komponen 1 agar :

a. Melakukan perbaikan data dukung pohon kinerja. Pohon kinerja belum menunjukkan
hubungan pola sebab-akibat, nomenklatur program hingga sub-kegiatan seharusnya
menjadi final outcome hingga level output.

b. data dukung ing yang i dan
antara dok kinerja dengan kondisi/hasil yang akan

dicapai pada sefiap level jabatan.

c. Dokumen perjanjian kinerja pada & strategis
(renstra) organisasi.

Untuk Komponen 2 agar :

a. Menambahkan data dukung notulen rapat evaluasi pengukuran kinerja

Untuk Komponen 4 agar :

a. Melampirkan SOP Monev Kinerja secara lengkap

b. Melampirkan Laporan Kinerja berjenjang yang i penjenj dari Eselon Il
sampai dengan pelaksana

c. irkan dok yang i bahwa kinerja organisasi telah di evaluasi

d. Menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun 2020

Menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun 2021 yang masih belum sesuai dengan poin
19.
Melampirkan dokumen LKjIP tahun 2021 yang J [ dan

Kkineria serta ifitas dan efisiensi kineria.




3. PENUTUP
a. Kesimpulan
Berdasarkan rekomendasi tersebut di atas diminta kepada Kepala Badan Kesatuan B.1ngs1 dan
Politik Kota Mojokerto beserta seluruh jajaran agar
kinerja sebagaimana tertuang di dalam penjelasan Lembar Kriteria Evaluas (LKE). Selumh
rekomendasi atas Evaluasi AKIP tahun 2022 agar Saudara tindak lanjuti dalam waktu 5 (lima)
hari kerja sejak menerima LHE ini dan dikirimkan ke Inspektorat.

b. Dorongan terhadap imp SAKIP yang lebih baik
Kami menghargai setiap upaya yang telah di untuk perbaikan Sistem
Kinerja dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

GAGERCHR PiA
v/,’ erpina Utama Madya
£680206 199301 1 002

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Ibu Walikota Mojokerto (Sebagai laporan)

5. Indeks Manajemen Risiko

Tabel 2.8
Capaian Indeks Manajemen Risiko

Sasaran Strategis

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas

Layanan
: . Triwulan i
No Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
1 | Indeks Manajemen Risiko 3 1,5 50%

Indeks Manajemen risiko adalah indeks yang menggambarkan
kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup instansi yang diperoleh
dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model
penilaian Indeks Manajemen Risiko, parameter penilaian dikelompokkan
menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu :

* Perencanaan
+ Kapabilitas

* Hasil

Realisasi pada triwulan [I Tahun 2023 sebesar 1,5 ini
merupakan Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2022,
Untuk realisasi Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2023
dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektorat, dan hasilnya biasanyarilis pada
bulan Desember. Selain dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektorat, Perangkat
Daerah juga melakukan Penilaian Mandiri dengan menggunakan kertas
kerja berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penilaian  Maturitas  Penyelenggaraan SPIP  terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Daerah serta Peraturan Walikota Mojokerto Nomor

44 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko diKota Mojokerto.



Data dukung/evidence capaian :

PENILAIAN MANDIRI MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)

2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)

1.500

AREA/KOMPONEN

BOBOT

SKOR

NILAI

PERENCANAAN

40.00%

1.00

KUALITAS PERENCANAAN

40.00%

2.50

1.00

KAPABILITAS

30.00%

0.20

KEPEMIMPINAN

5.00%

0.25

0.01

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

5.00%

1.00

SUMBER DAYA MANUSIA

5.00%

0.50

KEMITRAAN

2.50%

0.00

PROSES MANAJEMEN RISIKO

12.50%

0.90

HASIL

30.00%

AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO

18.75%

1.00

OUTCOMES

11.25%

TOTAL

100.00%

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2.9

Sasaran Strategis

Layanan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas

No Indikator Kinerja

Triwulan |l

Target

Realisasi

Capaian

1 | Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari

kegiatan Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka yang

berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik. Survei tersebut dilakukan kepada penerima layanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,dalam hal ini adalah perangkat daerah




lain dengan cara mengukur persepsipenerima layanan atas sembilan unsur
dari pelayanan yang diberikan. Sembilan unsur tersebut terdiri dari
Persyaratan (Ul), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2), Waktu
Penyelesaian (U3), Biaya/Tarif (U4), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
(U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan (U8), dan Sarana dan Prasarana (U9).
Survei dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif
dengan pengukuran Skala Likert (Skala 1 — 4),sedangkan pengolahan data
dilakukan dengan memperhitungkan nilai skalayang diperoleh pada setiap
unsur pelayanan. Pengolahan data tersebut akanmenghasilkan besaran nilai
yang dapat digunakan untuk mengetahui mutu dan kinerja pelayanan suatu
organisasi. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dihitung setiap semester melalui aplikasi SuKMa-eJatim
(Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur).

Realisasi pada triwulan Il Tahun 2023 sebesar 85.39 ini merupakan
Hasil Survey Kepuasan terhadap pengguna layanan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Triwulan Il Tahun 2022, berdasarkan

Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

Data dukung/evidence capaian :

Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Pengguna
Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah | Persentase Persyarat a8
No Persyaratan (Orang) (%)
1 | Tidak Sesuai 0 0.00 0%
2 | Kurang Sesuai 0 0.00 o 0% e
3 | Sesuai 14 70.00 s seata)
4 | Sangat Sesuai 6 30.00 N Sangat e
100.00
Prosedur
Tidak Mudah 0 0.00 - v
Kurang Mudah 0 0.00 o e
Mudah 13 65.00 o chart vealn
Sangat Mudah 7 35.00 = sangat Mudah
100.00
Persentase Waktu
%
1 | Tidak Cepat 0 0.00 ‘
2 | Kurang Cepat 1 5.00 .
3 | Cepat 13 65.00 Copat
4 | Sangat Cepat 6 30.00 . u Sangat Cepat
100.00




Biaya/Tarif

1 | Sangat Mahal 0 0.00 nSraniel

2 | Cukup Mahal 0 0.00 m Cukup Mahel

3 | Murah 2 10.00 = Murah

4 | Gratis 18 90.00 uGratis
100.00

Produk Spesifikasi Layanan

1 | Tidak Sesuai 0.00 u Tidak Sesuai
2 | Kurang Sesuai 0 0.00 KU
3 | Sesuai 12 60.00 l:gat Sesuai
4 | Sangat Sesuai 8 40.00

100.00

Kompetensi TIM

1 | Tidak Kompeten 0 0.00 m Tidak Koriperan
2 Kurang Kompeten 0 0.00 = Kurang Kompeten
3 | Kompeten 14 70.00 _:":tkmpt
4 Sangat Kompeten 6 30.00

100.00

Perilaku Pelaksana

Tidak sopan dan
1 ramah O 000 . l:’;c:::onandan
Kurang sopan dan = Kurang sopan dan
2 ramah 0 0.00 Eoeh
3 | Sopan dan ramah 13 65.00 SR
Sangat sopan dan mSangatsopan dan
4 ramah 7 35.00
100.00

Penanganan Pengaduan

1 | Tidak ada 0 0.00 i
2 | Ada tapi tidak berfungsi 1 5.00 e
Berfungsi tapi kurang mseruneiicg
3 balk 1 5.00 M Dikelola dengan baik
4 Dikelola dengan baik 18 90.00
100.00

Sarana Prasarana

1 [ Buruk 0

2 CUkup 1 m Buruk

3 Baik 11 55.00 = Cukup

4 | Sangat Baik 8 40.00 o
100.00  Sangat Baik




POND o o
Produk
Spesifikasi | Kompetensi| Perilaku Penanganan Sarana dan
0 Persyaratan Prosedur Waktu Biaya/Tarif | Pelayanan | Pelaksana | Pelaksana | Pengaduan Prasarana
JUMLAH 66 67 65 78 68 66 67 77 67
NRR PER UNSUR 3.30 3.35 3.25 3.90 3.40 3.30 3.35 3.85 3.35
NRR TERTIMBANG 0.36 0.37 0.36 0.43 0.37 0.36 0.37 0.42 0.37
NILAI IKM UNIT PELAYANAN 85.39

Persentase Capaian Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran

Tabel 2.10

Sasaran Strategis

Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintah

No

Indikator Kinerja

Triwulan I

Target

Realisasi

Capaian

Persentase Capaian Realisasi Keuangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam

melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023.

Realisasi anggaran triwulan Il tahun 2023 dapat dilihat tabel dibawabh ini.

Data dukung/evidence capaian :
Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran

EVALUASIRENCANA AKSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO
TRIWULAN Il TAHUN 2023

Triwulan Il (Anggaran)
No Program Kegiatan o Capaian Sisa Pagu
Target Realisasi Kinerja Anggaran
1 [PROGRAM Perumusan Kebijakan 566,751,377 293,772,245| 51.83% 272,979,132
PENGUATAN Teknis dan Pemantapan
IDEOLOGI PANCASILA |Pelaksanaan Bidang
DAN KARAKTER Ideologi Pancasila dan
KEBANGSAAN Karakter Kebangsaan
PROGRAM Perumusan Kebijakan 6,933,757,845 944,190,000\ 13.62% 5,989,567,845
PENINGKATAN Teknis dan Pemantapan
PERAN PARTAI Pelaksanaan Bidang
POLITIK DAN Pendidikan Politik, Etika
LEMBAGA Budaya Politik, Peningkatan
PENDIDIKAN Demokrasi, Fasilitasi
MELALUI Kelembagaan
PENDIDIKAN POLITIK |Pemerintahan, Perwakilan
DAN dan Partai Politik, Pemilihan
PENGEMBANGAN Umum/Pemilihan Umum
ETIKA SERTA BUDAYA |Kepala Daerah, serta
POLITIK Pemantauan Situasi Politik
di daerah
2 |PROGRAM Perumusan Kebijakan 2,025,531,798 37,048,000 1.87% 1,987,582,898
PEMBERDAYAAN Teknis dan Pemantapan
DAN PENGAWASAN |Pelaksanaan Bidang
ORGANISASI Pemberdayaan dan
KEMASYARAKATAN |Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan




EVALUASIRENCANA AKSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO
TRIWULAN Il TAHUN 2023

Triwulan Il (Anggaran)
No Program Kegiatan . o Capaian Sisa Pagu
Target Realisasi Kinerja Anggaran
PROGRAM Perumusan Kebijakan 550,090,800 452,037,960 82.18% 98,052,840
PEMBINAAN DAN Teknis dan Pemantapan
PENGEMBANGAN Pelaksanaan Bidang
KETAHANAN Ketahanan Ekonomi, Sosial
EKONOMI, SOSIAL, dan Budaya
DAN BUDAYA
PROGRAM Perumusan Kebijakan 1,569,250,428 740,939,700 47.22% 828,310,728
PENINGKATAN Teknis dan Pelaksanaan
KEWASPADAAN Pemantapan Kewaspadaan
NASIONAL DAN Nasional
PENINGKATAN danPenanganan Konflik
KUALITAS DAN Sosial
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
PROGRAM Perencanaan, 32,661,200 1,584,500 4.85% 31,076,700
PENUNJANG URUSAN |Penganggaran, dan Evaluasi *
PEMERINTAHAN Kinerja Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan 1,581,325,242| 1,196,360,709| 75.66% 384,964,533
Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian 37,719,324 20,647,400 54.74% 17,071,924
Perangkat Daerah
Administrasi Umum 555,136,354 206,619,892| 37.22% 348,516,462
Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik 63,125,700 62,425,000| 98.89% 700,700
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang 128,250,000 144,126,832 228.32% 0
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik 314,895,002 15,454,200 12.05% 299,440,802
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan .
Daerah
TOTAL 14,358,495,070| 4,116,107,338 29%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target anggaran sebesar Rp
566.751.377 terealisasi sebesar Rp 293.772.245 dengan persentase capaian
kinerja sebesar 51.83%. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program kerja
adalah terdapat beberapa rekening belanja pelaksanaan upacara Hari Jadi Kota
Mojokerto di akomodir oleh Bagian Umum (anggaran yang dibutuhkan cukup besar)
serta terkendalanya serapan anggaran terealisasi pada Bulan Juli 2023. Solusi
untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan program Kegiatan Perumusan
Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa
pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
daerah dengan target anggaran sebesar Rp 6,933,757,845 terealisasi sebesar Rp
944,190,000 dengan persentase capaian kinerja sebesar 13.62%. Kendala dalam
pelaksaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan
terkendala belum diterbitkannya Peraturan KPU tentang Pentahapan Pemilukada
sehingga bantuan hibah kepada penyelenggara Pemilu belum dapat direalisasikan.
Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan program kerja ini adalah
pelaksanaan kegiatan menunggu diterbitkannya Peraturan KPU tentang
Pentahapan Pemilukada



. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target
anggaran sebesar Rp 2,025,531,798 terealisasi sebesar Rp 37,948,900 dengan
persentase capaian kinerja sebesar 1.87%. Kendala dalam pelaksaan program
kerja yang telah dilaksanakan adalah Pelaksanaan kegiatan terkendala karena
adanya penyesuaian anggaran dan ruang lingkup kajian pengadaan kain seragam
untuk mendapatkan saran masukan terkait langkah-langkah selanjutnya. Solusi
untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah
merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target anggaran sebesar Rp
550,090,800 terealisasi sebesar Rp 452,037,960 dengan persentase capaian
kinerja sebesar 82.18%. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program kerja
adalah Pelaksanaan rapat koordinasi verfikasi hibah FKUB dan Hibah FPK
diakomodir Bidang Kewaspadaan Nasional, dijadikan satu dengan hibah lainnya
yang diampu Bakesbangpol serta belum terlaksananya rapat tim penasehat FKUB,
karena menyesuaikan agenda Walikota. Solusi untuk mengatasi kendala dari
pelaksanaa program Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah
mengupayakan tim verifikasi hibah hanya diakomodi oleh satu bidang yang diampu
oleh Bakesbangpol.

. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan target anggaran sebesar Rp
1,569,250,428 terealisasi sebesar Rp 740,939,700 dengan persentase capaian
kinerja sebesar 47.22%. Kendala dalam pelaksaan program kerja yang telah
dilaksanakan adalah Adanya kegiatan yang pelaksanaannya menyesuaikan
agenda Ibu Walikota. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama
pelaksanaan program adalah pelaksanaan kegiatan menunggu arahan dari lbu
Walikota.

. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
dengan target anggaran sebesar Rp 32,661,200 terealisasi sebesar Rp 1,584,500
dengan persentase capaian kinerja sebesar 4.85%. Kendala dalam pelaksaan
program kerja yang telah dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan gedung
kantor yang belum sesuai rencana, penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya
serta Pengadaan pakaian dinas menunggu instruksi perubahan motif baru. Solusi
untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah
mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya
dengan lebih baik.

. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp
1,581,325,242 terealisasi sebesar Rp 1,196,360,709 dengan persentase capaian
kinerja sebesar 75.66%. Kendala dalam pelaksaan program kerja yang telah
dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai
rencana, penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya serta Pengadaan pakaian
dinas menunggu instruksi perubahan motif baru. Solusi untuk mengatasi kendala
yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta
merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp
37,719,324 terealisasi sebesar Rp 20,647,400 dengan persentase capaian kinerja
sebesar 54.74%. Kendala dalam pelaksaan program kerja yang telah dilaksanakan
adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai rencana,
penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya serta Solusi untuk mengatasi



kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta
merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp
555,136,354 terealisasi sebesar Rp 206,619,892 dengan persentase capaian
kinerja sebesar 37.22%. Kendala dalam pelaksaan program kerja yang telah
dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai
rencana, penyerapan TPP belum terealisasi sepenuhnya. Solusi untuk mengatasi
kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta
merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

10.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan
target anggaran sebesar Rp 63,125,700 terealisasi sebesar Rp 62,425,000 dengan
persentase capaian kinerja sebesar 98.89%.

11.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target
anggaran sebesar Rp 128,250,000 terealisasi sebesar Rp 144,126,832 dengan
persentase capaian kinerja sebesar 228.32%.

12.Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan
target anggaran sebesar Rp 314.895.002 terealisasi sebesar Rp 15.454.200
dengan persentase capaian kinerja sebesar 12.05%. Solusi untuk mengatasi
kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah mengupayakan serta
merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

E. Rencana Tindak Lanjut.

Untuk selanjutnya capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mojokerto yang telah sesuai maupun melampaui target akan dipertahankan.
Sedangkan kinerja yang capaiannya belum 100% akan lebih ditingkatkan. Pada
triwulan berikutnya akan dilaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana aksi yang
ditetapkan. Untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program kerja
adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada triwulan berikutnya

dengan lebih baik.



BAB I
PENUTUP

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto pada
triwulan Il tahun 2023 belum mencapai target sebagaimana yang telah ditentukan. Hal
ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah
dilaksanakan. Untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program
kerja adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada triwulan

berikutnya dengan lebih baik .

Mojokerto, Juni 2023

PEémbina Tingkat |
NIP. 19671231 198903 1 055
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BAB |
PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, bahwa Bakesbangpol merupakan
Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politk yang
dipimpin oleh KepalaBadan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto. Bakesbangpol
mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan,
mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang
pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan
kelembagaan dan kewaspadaan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :

a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;

c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang
pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;

d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;

f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan
umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja, dan pelayanan
administratif dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan program,
kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit

organisasi di lingkungan badan;
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c. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utam (IKU) Badan;
d. Pengkoordinasian, penyusunan indikator kinerja individu (IKI) di lingkungan

Badan;

®

Penyusunan Renstra dan Renja;

—n

Penyusunan RKA,;
Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA,

= @

Penyusunan PK;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan;

j. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) Badan,;

k. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

|.  Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

. Pelaksanaan urusan rumah tangga;

Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

© = 3

Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

p. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

g. Pengelolaan anggaran belanja;

r. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

s. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;

t. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

u. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;

v. Pelaksanaan SPI;

w. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan
secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

X. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;

y. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;dan

z. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2) Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya dan Agama.
Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial

Budaya dan Agama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

LKJIP Triwulan Ill Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 2



merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ideologi dan
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerabh;

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;

d. Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerabh;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah,
dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
daerah;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala
daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
daerah;

d. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah

daerah;
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e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan
umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing di wilayah daerah, dan

f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta
penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga Kkerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah
daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;

d. Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga Kkerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan

lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
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kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah
daerah;

f. Pelaksanaan pemberian izin riset dan survey yang dilaksanakan oleh
perorangan maupun lembaga di daerah serta pemberian izin pelaksanaan
Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Praktek Kerja
Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di daerah, dan

g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris atau Kepala Bidang masing-masing, dengan ketentuan umum
sebagai berikut :

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. Kelompok Jabatan Fungsinal terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian
dan keterampilan;

c. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana
fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan
fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui jabatan administrator masing-
masing;

d. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan sesuai masing-masing pengelompokan uraian tugas
Kelompok Sub substansi;

e. Subkoordinator ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan Kepala
Badan;

f. Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan
hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja;

g. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Baganstruktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mojokerto adalah sebagai berikut :
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT
|
[ |
SUB BAGIAN KELOMPOK
UMUM DAN JABATAN
KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
BIDANG IDEOLOGI,
WAWASAN KE“‘Z{];QESAAN BIDANG POLITIK
KEBANGSAAN DAN NASIONAL DAN DALAM NEGERI DAN
KETAHANAN PENANGANAN . ORGANISASI
EKONOMI, SOSIAL KONFLIK KEMASYARAKATAN
BUDAYA DAN AGAMA i
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023.
Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mojokerto merupakan Kkinerja yang diperjanjikan oleh Kepala Badan
Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto dengan Walikota Mojokerto untuk
dicapai dalam periode Tahun 2023. Adapun Perencanaan Kinerja dalam hal ini
sasaran kinerja pegawai (SKP) tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2023

NO RENCANA RASIE INDIKATOR KINERJA TARGET
KERJA
1 2 3 4
1. | Menguatnya Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD 100 %
Ketahanan Sosial yang diselesaikan (Kasus-kasus
Masyarakat demonstrasi yang dapat dicegah dan
ditanggulangi)
Prosentase konflik SARA yang 100 %
diselesaikan

Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang| 70,44 %
berpartisipasi aktif dalam

pembangunan
2. | Meningkatnya Nilai SAKIP 81
Akuntabilitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86,17
Kinerja dan Kualitas | Indeks Manajemen Resiko Level 3

Layanan

B. RENCANA AKSI TAHUN 2023.
Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati, maka telah disusun
rencana aksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun rencana

aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.2

Rencana Aksi Tahun 2023

NO

RENCANA HASIL
KERJA

TARGET
TAHUN

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRIWULAN

Menguatnya
Ketahanan Sosial

Masyarakat

Prosentase konflik 100%
IPOLEKSOSBUD
yang diselesaikan
(Kasus-kasus

demonstrasi yang
dapat dicegah dan
ditanggulangi

100%

100%

100%

100%

Prosentase konflik 100%
SARA yang
diselesaikan

100%

100%

100%

100%

Prosentase LSM/ | 70,44%
Ormas / Parpol
yang berpartisipasi
aktif dalam

pembangunan

25%

20%

25,44%

Meningkatnya
Akuntabilitas

Nilai SAKIP 81

81

Kinerja dan

Kualitas Layanan

Indeks Manajemen Level 3
Risiko

Level 3

Indeks Kepuasan 86,17
Masyarakat

86,17

86,17

86,17

86,17

C. CAPAIAN KINERJA.

Dari sasaran kinerja pegawai yang ditargetkan, dapat diketahui bahwa

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto memiliki 6 indikator

kinerja untuk mengukur keberhasilan. Adapun capaian kinerja sampai dengan

Triwulan Ill Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Tahun 2023

RENCANA HASIL TARGET TRIWULAN Il
NO INDIKATOR KINERJA _ :
KERJA TAHUN | Target | Realisasi|Capaian
1. | Menguatnya Prosentase konflik 100% | 100% | 100% | 100%
Ketahanan Sosial | IPOLEKSOSBUD yang
Masyarakat diselesaikan (Kasus-
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kasus demonstrasi
yang dapat dicegah
danditanggulangi

Prosentase konflik
SARA yang

diselesaikan

100%

100%

100%

100%

Prosentase LSM /
Ormas / Parpol yang
berpartisipasi aktif

dalam pembangunan

70,44% | 25,44%

25,44%

100%

Akuntabilitas
Kinerja dan

Kualitas Layanan

2. | Meningkatnya Nilai SAKIP

81

Indeks Manajemen Risiko

Level 3

Indeks Kepuasan

Masyarakat

86,17

86,17

86,77

100,70%

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Sampai dengan triwulan [l tahun 2023, sebagian target kinerja telah

tercapai. Secara rinci, penjelasan capaian kinerja dari setiap indikator dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosentase konflik

demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi.

Tabel 2.4

IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus

Capaian Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan

(Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)

Sasaran Strategis

Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat

IPOLEKSOSBUD yang
diselesaikan (Kasus-kasus
demonstrasi yang dapat dicegah

danditanggulangi)

_ - Triwulan 1lI
No Indikator Kinerja _ :
Target | Realisasi| Capaian
1 | Prosentase konflik 100% 100% 100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan

indikator kinerjautama Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan
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(Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi) yaitu jumlah
konflik yang terselesaikan dengan jumlah potensi konflik yang terjadi.

Realisasi Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai
berikut:

Jumlah konflik yang terselesaikan ¢ 100
Jumlah potensi konflik yang terjadi

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan. Pada
triwulan [lI Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik yang terjadi, jadi
capaian kinerjanya mencapai 100%.

2. Prosentase konflik SARA yangdiselesaikan.

Tabel 2.5

Capaian Prosentase Konflik SARA yangdiselesaikan

Sasaran Strategis

Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat

No Indikator Kinerja Triwulan 1lI

Target Realisasi | Capaian
1 | Prosentase konflik SARA yang 100% 100% 100%
diselesaikan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan
indikator kinerja utama Prosentase konflik SARA yang terselesaikan yaitu
jumlah konflik Sara yang terselesaikan dengan jumlah potensi konflik Sara
yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Prosentase konflik SARA yang

terselesaikan memiliki rumus perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Konflik Sara yanq terselesaikan
Jumlah Potensi Konflik Sara

X 100 %

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan. Pada
triwulan Il Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik Sara yang terjadi, jadi
capaian kinerjanya mencapai 100%.
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3. Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam
Pembangunan.
Tabel 2.6
Capaian Prosentase LSM / Ormas / Parpol

yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan

Sasaran Strategis

MenguatnyaKetahanan Sosial Masyarakat

Triwulan Il

No Indikator Kinerja _ :
Target Realisasi | Capaian

1 Prosentase LSM / Ormas / 25,44% 25,44% 100%
Parpol yang berpartisipasi aktif

dalam pembangunan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan
indikator kinerjautama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi
aktif dalam pembangunan vyaitu Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang
berpartisipasi dalam pembangunan dengan Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang
ada. Indikator Kinerja Utama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang
berpartisipasi aktif dalam pembangunan memiliki rumus perhitungan sebagai
berikut :

Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang
berpartisipasi dalam pembangunan

Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada

X 100 %

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap
bulan. Pada triwulan 1l Tahun 2023 jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang
berpartisipasi dalam pembangunan adalah sebanyak 39 LSM/ORMAS/Parpol
atau seluruh LSM/ORMAS/Parpol sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
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4. Nilai SAKIP.

Tabhel 2.7

Sasaran Strategis

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan

_ - Triwulan Il
No Indikator Kinerja

Target Realisasi | Capaian
1. | Nilai SAKIP - - -

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto
Nomor 53 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto,
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk seluruh Perangkat
Daerah dilakukan pada empat komponen yaitu :
1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4

. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian Kinerja empat komponen vyang digunakan dalam
penilaian/evaluasi AKIP ditunjang oleh dokumen-dokumen perangkat daerah
seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian
Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), LKjIP, Rencana Aksi, IKU
dan sebagainya. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim
Evaluator SAKIP Kota Mojokerto melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Realisasi pada triwulan Il Tahun 2023 sebesar 75,75 ini merupakan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022, berdasarkan Surat Sekretariat
Daerah Kota Mojokerto tanggal 19 Oktober 2022 perihal Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Data dukung/evidence capaian :
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TAH KOTA MO. TO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 145 Telepon (0321) 321749
MOJOKERTO 61341

Mojokerto, /9 Oktober 2022

@
Nomor : 700/l 1417.103.22022 Kepada
Lampiran 1 (satu) berkas Yih. Sdr. Kepala Badan Kesatuan
Sifat Penting Bangsa dan Politik Kota
Hal Hasil Evaluasi Akuntabiitas Kinerja Mojokerto
Instansi Pomerintah Tahun 2022 &
=== MOJOKERTO
Berdasarkan Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabiitas Kineda Instansi
Pemerintah dan Peraturan Wailkota Mojokerto Nomor 53 tahun 2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabiitas Kineda Instansi Pemerintah i Lingkungan
Pemerintah Kota Mojokerto, kami teiah melakukan evaluasi akuntabitas kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.
Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahul sejauh mana Akuntabiltas Kinerfa
Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja
yang tepat sasaran
Evaluasi Akuntabiites Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Tahun 2022
mendapatkan niai 75,75 kategori peringkat BB (Sangat Baik) atas penilaian seluruh
komponen Kinerja : dengan fincian sebagal :
KOMPONEN 80BOT NILAT
A. Perencanaan Kinerja 30 % 243
B. Pengukuran Kinerja 30 % 25,2
C. Pelaporan Kinerja 15 % 2,15
[E Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5% 15,00
'7 Jumiah 100 % 75,75
demokrasi dan hak asasi manusia, dan
nasional.

g Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2021

Dari 7 rekomendasi LHE tahun 2021, 5 telah ditindaklanjuli sesuai rekomendasi, dan 2 tindak

lanjut belum sesuai rekomendasi, dengan rincian sebagai berkut :

1. Rekomendasi nomor A.2 : Menyusun SOP yang jelas fentang mekanisme monitoring tujuan
jangka menengah secara periodik dan dimonitoring capaian kinerja target jangka menengah
(indikator tujuan) setiap tahun dalam laporan kinerja beserta tndak lanjut atas hasil
monitoring.

Tindak lanjut yang telah disampaikan : SOP Monev Kinerja
Tindak lanjut yang seharusnya : SOP Monev Kinerja dan laporan monitoring kinerja dan
tindak lanjut

2. Rekomendasi nomor B : Menyusun Indikator Kinerja Eselon 3 dan 4 yang SMART dan
cukup.

Tindak lanjut yang telah disampaikan : Perubahan indikator Kinerja Eselon 3 dan 4 tahun
2023 pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023

Tindak lanjut yang seharusnya : Melampirkan perubahan PK eselon 3 dan 4 yang SMART
dan cukup

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI
a Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum,

sesudah, serta dampak keberhasilan pada: 5

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja (Komponen 1)
Masih terdapat data dukung yang belum sesuai dengan rekomendasicatatan evaluator
internal, antara lain :
a. Pada komponen 1b.3 & 1b.4, perlu perbaikan data dukung pohon kinerja
b. Pada kompoen 1b.8 , periu perbaikan data dukung cascading
c Pada komponen 1b.10, sasaran strategis pada data dukung perjanjian kinerja berbeda

dengan sasaran strategis pada dokumen P-renstra Bakesbangpol.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja (Komponen 2)
Masih terdapat data dukung yang belum sesuai dengan rekomendasicatatan evaluator
internal, antara lain :
a. Pada komponen 2b.1, dielaskan bahwa ferdapat kegiatan rapat evaluasi kinerja,

data dukung notulen bel

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja (Komponen 3)
Sesual dengan catatan pada LKE, seluruh catatan Evaluator telah ditindaklanjuti dan telah
sesual.

3. PENUTUP
a. Kesimpulan

1.

» Hasil Evaluasi AKIP Kota Mojokerto Tahun 2022

PENDAHULUAN
8. Dasar Hukum Evaluasi
* Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 fentang Sistom i
Akuntabilitas Kis
e inry las Kinera Instansi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Instansi Pernerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 89
Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Kinerja Instansi diL Kota

b. Latar Belakang Evaluasi
Dalam rangka Kinerja yang baik, terukur dalam
sistom akuntabiitas kinerja instansi pemerintah, maka diperlukan aktivitas analisis yang
sistematis, dengan memberikan nilal, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta
pemberian solusi atas masalah yang ditemukan maka diperlukan adanya Evaluasi AKIP,

0

Tujuan Evaluasi

L4 informasi SAKIP, -
*  Menilai tingkat implementasi SAKIP;

« Monilai tingkat akuntabilitas kinerja;

- saran untuk AKIP; dan

-

Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

d. Ruang Lingkup Evaluasi
Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputl penyelenggaran AKIP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

e. Metodologl Evaluasi
Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah penilaian mandiri yang dlakukan cleh
masing-masing perangkat daerah (self assessment), dan penllaian kualitas LKE (Lembar Kera
Evaluasi) oleh Tim Evaluator SAKIP,

1. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
Walikota Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs! serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
Kota tugas pokok kebijakan teknis merencanakan,
dan tugas-tugas di bidang pengembangan

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Komponen 4)
Masih terdapat data dukung LHE tahun 2021 yang belum sesual rekomendasVcatatan
evaluator Intemal, yaitu:
a. SOP Monev Kinerja yang dilampirkan hanya sampul depan
b. Laporan Kinera yang belum
Eselon Il sampal dengan pelaksana
c. Evaluasi kinerja internal hanya berupa folo
Belum melampirkan tindak lanjut atas rekomendasi LHE tahun 2020
e mmmmwﬁmm1.u1nmmmmlz
yang al pada poin 1.g.
1 mmwymgmmnmo.-mmmzoummmw
dan kinerja serta mendukung efektifitas dan
efisiensi kinerja.

s

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan
1) Untuk Komponen 1 agar :
a. Melakukan perbaikan data dukung pohon kinerja. Pohon kinera belum menunjukkan
hubungan pola sebab-akibat, nomenklatur program hingga sub-kegiatan seharusnya
menjadi final outcome hingga level output.

b. data dukung yang dan
keselarasan antara dokumen perencanaan kinera dengan kondisvhasil yang akan
dicapai pada sefiap level jabatan.

c. Dokumen kineda pada dokumen strategis
(renstra) organisasi.

2) Untuk Komponen 2 agar :
a. Menambahkan data dukung notulen rapat evaluasi pengukuran kinerja
3) Untuk Komponen 4 agar :

a. Melampirkan SOP Monev Kinerja secara lengkap

b. Melampirkan Laporan Kinerja yang ] penjenj dari Eselon Il
‘sampai dengan pelaksana

c dokumen yang bahwa kinerja i telah di evaluasi

d. Menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun 2020
e. Menindaklanjuli rekomendasi LHE tahun 2021 yang masih belum sesuai dengan poin
19.
1. Melampirkan dokumen LK]IP tahun 2021 yang
Kkinerja serta

dan

dan efisiensi kinena.

Berdasarkan rekomendasi tersebut df atas diminta kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Poitk Kota Mojokerto besera selunuh jojaran agar meningkatkan pemahaman manajemen
kinerja sebagaimana tertuang di dalam penjelasan Lembar Kriteria Evaluas! (LKE). Seluruh
rokomendasi atas Evaluasi AKIP tahun 2022 agar Saudara indak lanjuti dalam waktu 5 (lima)
hari kerja sefak menerima LHE inl dan diirimkan ke Inspekloral,

b, Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih balk
Kami menghargai setiap upaya yang felah diakukan untuk perbalkan Sistem Akuntabitas
Kinerja dalam rangka lebih mengefektilkan penerapan budaya kinerja.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

o) ‘W OTAMOJOKERTO

55)

(PR
o
A

680206 199201 1002

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Ibu Wakikota Mojokerto (Sebagai laporan)
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5. Indeks Manajemen Risiko.

Tabel 2.8

Capaian Indeks Manajemen Risiko

Sasaran Strategis

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan

No Indikator Kinerja Triwulan 1l

Target Realisasi | Capaian

1 | Indeks Manajemen Risiko - - .

Indeks Manajemen risiko adalah indeks yang menggambarkan
kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup instansi yang diperoleh dari
perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian
Indeks Manajemen Risiko, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8
(delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu :

» Perencanaan
» Kapabilitas

* Hasil

Realisasi pada triwulan [l Tahun 2023 sebesar 1,5 ini merupakan
Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2022, Untuk realisasi
Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan evaluasi
oleh Tim Inspektorat, dan hasilnya biasanya rilis pada bulan Desember.
Selain dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektorat, Perangkat Daerah juga
melakukan Penilaian Mandiri dengan menggunakan Kkertas Kkerja
berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Daerah serta Peraturan Walikota Mojokerto Nomor
44 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko diKota Mojokerto.
Data dukung/evidence capaian :

PENILAIAN MANDIRI MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI) 1.500
AREA/KOMPONEN BOBOT | SKOR | NILAI

PERENCANAAN 40.00% 1.00

KUALITAS 40.00% 2.50 1.00
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PERENCANAAN

KAPABILITAS 30.00% 0.20
KEPEMIMPINAN 5.00% 0.25 0.01
KEBIJAKAN 5.00% 1.00 0.05
MANAJEMEN RISIKO

SUMBER DAYA 5.00% 0.50 0.03
MANUSIA

KEMITRAAN 2.50% 0.00 0.00
PROSES MANAJEMEN | 12.50% 0.90 0.11
RISIKO

HASIL 30.00% 0.30
AKTIVITAS 18.75% 1.00 0.19
PENANGANAN RISIKO

OUTCOMES 11.25% 1 0.11
TOTAL 100.00% 1.50

6. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 2.9

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran Strategis

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan

_ - Triwulan Il
No Indikator Kinerja _ :
Target | Realisasi| Capaian
1 Indeks Kepuasan Masyarakat 86,17 86,77 100,70%
K

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari
kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka yang
berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Survei tersebut dilakukan kepada penerima layanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam hal ini adalah perangkat daerah
lain dengan cara mengukur persepsi penerima layanan atas sembilan unsur
dari pelayanan yang diberikan. Sembilan unsur tersebut terdiri dari
Persyaratan (Ul), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2), Waktu
Penyelesaian (U3), Biaya/Tarif (U4), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
(U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Penanganan
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Pengaduan, Saran dan Masukan (U8), dan Sarana dan Prasarana (U9).
Survei dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif
dengan pengukuran Skala Likert (Skala 1 — 4),sedangkan pengolahan data
dilakukan dengan memperhitungkan nilai skala yang diperoleh pada setiap
unsur pelayanan. Pengolahan data tersebut akan menghasilkan besaran nilai
yang dapat digunakan untuk mengetahui mutu dan kinerja pelayanan suatu
organisasi. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dihitung setiap semester melalui aplikasi SuKMa-e Jatim
(Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur).

Realisasi pada triwulan Il Tahun 2023 sebesar 86,77 ini merupakan
Hasil Survey Kepuasan terhadap pengguna layanan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Triwulan Ill Tahun 2023, berdasarkan
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

Data dukung/evidence capaian :

No. Dinas/UPT Nilai IKM Jumlah Responden

1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 86.77 29

Rata - Rata 86.77 29

Sumber: sukma.jatimprov.go.id

7. Realisasi Anggaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam
melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023.
Realisasi anggaran triwulan Ill tahun 2023 dapat dilihat tabel dibawabh ini.

Data dukung/evidence capaian :

Tabel 2.10

Prosentase Capaian Realisasi Anggaran

Triwulan Ill Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub

No . - Capaian Sisa Pagu
Kegiatan Target Realisasi o
Kinerja Anggaran
1 | Program Penguatan Ideologi 975,045,352 677,932,145 69.53% 297,113,207
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
Kegiatan : 975,045,352 677,932,145 69.53% 297,113,207
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
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Ideologi Pancasila dan Karakter

Kebangsaan

Sub Kegiatan :

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

975,045,352

677,932,145

69.53%

297,113,207

Program Peningkatan Peran Partai
Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika serta Budaya
Politik

14,527,477,560

1,323,888,500

9.11%

13,203,589,060

Kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di

Daerah

14,527,477,560

1,323,888,500

9.11%

13,203,589,060

Sub Kegiatan :

Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

14,527,477,560

1,323,888,500

9.11%

13,203,589,060

Program Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

2,478,234,259

93,756,400

3.78%

2,384,477,859

Kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan

2,478,234,259

93,756,400

3.78%

2,384,477,859

Sub Kegiatan 1:

Pelaksanaan kebijakan dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan

Ormas dan Ormas Asing di Daerah

2,379,250,759

86,501,400

3.64%

2,292,749,359

Sub Kegiatan 2 :

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan

Ormas dan Ormas Asing di Daerah

98,983,500

7,255,000

7.33%

91,728,500
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Program Pembinaan dan
Pengembangan Ketahanan

Ekonomi, Sosial dan Budaya

673,153,900

549,690,460

81.66%

123,463,440

Kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan

Budaya

673,153,900

549,690,460

81.66%

123,463,440

Sub Kegiatan :

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan

Penghayat Kepercayaan di Daerah

673,153,900

549,690,460

81.66%

123,463,440

Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi

Penanganan Konflik Sosial

2,386,737,200

1,136,617,200

47.62%

1,250,120,000

Kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional

danPenanganan Konflik Sosial

2,386,737,200

1,136,617,200

47.62%

1,250,120,000

Sub Kegiatan 1 :

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

1,092,528,000

448,074,200

41.01%

644,453,800

Sub Kegiatan 2 :

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

736,061,600

342,975,000

46.60%

393,086,600

Sub Kegiatan 3 :
Pelaksanaan Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah Kab/Kota

558,147,600

345,568,000

61.91%

212,579,600

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

4,488,003,014

2,853,742,246

63.59%

4,488,003,014

Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

6,941,200

4,436,000

63.91%

2,505,200

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

6,941,200

4,436,000

63.91%

2,505,200
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Kegiatan Administrasi Keuangan 2,850,121,390 | 1,816,563,756 163.46% 1,033,557,634
Perangkat Daerah
Gaji dan tunjangan ASN 2,849,358,890 | 1,815,803,256 63.73% 1,033,555,634
Koordinasi dan Penyusunan 762,500 760,500 99.74% 2,000
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian 37,719,324 30,787,400 81.62% 6,931,924
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 37,719,324 30,787,400 81.62% 6,931,924
Atribut Kelengkapannya
Kegiatan Administrasi Umum 864,447,654 537,310,076 62.16% 327,137,578
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi 7,793,300 6,600,000 84.69% 1,193,300
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan 94,001,554 75,818,100 80.66% 18,183,454
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38,971,800 35,263,500 90.48% 3,708,300
Penyediaan Barang Cetakan dan 27,385,000 22,470,000 82.05% 4,915,000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan 14,500,000 14,200,000 97.93% 300,000
Peraturan Perundang- undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 681,796,000 382,958,476 56.17% 298,837,524
dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik 63,125,700 62,425,000 98.89% 700,700
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah
Pengadaan Sarana dan Prasarana 63,125,700 62,425,000 98.89% 700,700
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa 248,147,772 168,560,141 67.93% 79,587,631
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, 70,350,000 42,347,021 60.19% 28,002,979
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 177,797,772 126,213,120 70.99% 51,584,652
Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 417,499,974 233,659,873 55.97% 183,840,101
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 137,442,800 86,965,290 63.27% 50,477,510
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27,460,000 21,095,000 76.82% 6,365,000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 252,597,174 125,599,583 49.72% 126,997,591
Kantor dan Bangunan Lainnya

JUMLAH 25,528,651,285 | 6,635,626,951 25.99% 18,893,024,334

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target

LKJIP Triwulan Ill Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 20



anggaran sebesar Rp 975.045.352, - terealisasi sebesar
Rp 677.932.145,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 69,53%.
Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program kerja adalah terdapat
beberapa rekening belanja pelaksanaan upacara Hari Jadi Kota
Mojokerto di akomodir oleh Bagian Umum (anggaran yang dibutuhkan
cukup besar). Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan program
dimaksud adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa
pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi  Politik di daerah dengan target anggaran sebesar
Rp 14.527.477.560,- terealisasi sebesar Rp 1.323.888.500,- dengan
persentase capaian kinerja sebesar 9,11%. Kendala dalam pelaksaan
program kerja yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan
terkendala belum diterbitkannya Peraturan KPU tentang Pentahapan
Pemilukada sehingga bantuan hibah kepada penyelenggara Pemilu
belum dapat direalisasikan. Solusi untuk mengatasi kendala dari
pelaksanaan program kerja ini adalah pelaksanaan kegiatan menunggu
diterbitkannya Peraturan KPU tentang Pentahapan Pemilukada

3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
dengan target anggaran sebesar Rp 2.478.234.259,- terealisasi sebesar
Rp 93.756.400,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 3,78%.
Kendala dalam pelaksaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah
Pelaksanaan kegiatan terkendala karena adanya penyesuaian anggaran
dan ruang lingkup kajian pengadaan kain seragam untuk mendapatkan
saran masukan terkait langkah-langkah selanjutnya. Solusi untuk
mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah
merencanakan kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target anggaran
sebesar Rp 673.153.900,- terealisasi sebesar Rp 549.690.460,- dengan
persentase capaian kinerja sebesar 81,66%. Kendala dalam
pelaksanaan kegiatan program kerja adalah Pelaksanaan rapat
koordinasi verfikasi hibah FKUB dan Hibah FPK diakomodir Bidang

Kewaspadaan Nasional, dijadikan satu dengan hibah lainnya yang
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diampu Bakesbangpol serta belum terlaksananya rapat tim penasehat
FKUB, karena menyesuaikan agenda Walikota. Solusi untuk mengatasi
kendala dari pelaksanaa program Kegiatan dimaksud adalah
mengupayakan tim verifikasi hibah hanya diakomodi oleh satu bidang
yang diampu oleh Bakesbangpol.

5. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan target
anggaran  sebesar Rp  2.386.737.200,- terealisasi  sebesar
Rp 1.136.617.200,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 47.62%.
Kendala dalam pelaksaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah
Adanya kegiatan yang pelaksanaannya menyesuaikan agenda Ibu
Walikota. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama
pelaksanaan program adalah pelaksanaan kegiatan menunggu arahan
dari Ibu Walikota.

6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 6.941.200,- terealisasi
sebesar Rp 4.436.000,- dengan persentase capaian kinerja sebesar
63,91%.

7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target anggaran
sebesar Rp 2.850.121.390,- terealisasi sebesar Rp 1.816.563.756,-
dengan persentase capaian kinerja sebesar 63,74%. Kendala dalam
pelaksaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah kegiatan
pemeliharaan gedung kantor yang belum sesuai rencana, penyerapan
TPP belum terealisasi sepenuhnya serta Pengadaan pakaian dinas
menunggu instruksi perubahan motif baru. Solusi untuk mengatasi
kendala yang dialami selama pelaksanaan program adalah
mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun
berikutnya dengan lebih baik.

8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target anggaran
sebesar Rp 37,719,324 terealisasi sebesar Rp 30.787.400,- dengan
persentase capaian kinerja sebesar 81,62%.

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar
Rp 864.447.654,- terealisasi sebesar Rp 537.310.076,- dengan
persentase capaian kinerja sebesar 62,16%.

10.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
dengan target anggaran sebesar Rp 63,125,700 terealisasi sebesar
Rp 62,425,000 dengan persentase capaian kinerja sebesar 98.89%.

11.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan
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target anggaran sebesar Rp 248.147.772,- terealisasi sebesar
Rp 168.560.141,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 67,93%.
12.Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 417.499.974,- terealisasi
sebesar Rp 233.659.873,- dengan persentase capaian kinerja
sebesar 55,97%. Solusi untuk mengatasi kendala yang dialami selama
pelaksanaan program adalah mengupayakan serta merencanakan

kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik.

E. Rencana Tindak Lanjut.
Untuk selanjutnya capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mojokerto yang telah sesuai maupun melampaui target akan dipertahankan.
Sedangkan kinerja yang capaiannya belum 100% akan lebih ditingkatkan. Pada
triwulan berikutnya akan dilaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana aksi
yang ditetapkan. Untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan
program kerja adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada

triwulan berikutnya dengan lebih baik.
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BAB Il
PENUTUP

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto pada
triwulan 11l tahun 2023 belum mencapai target sebagaimana yang telah ditentukan.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program
kerja yang telah dilaksanakan.

Untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program kerja
adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada triwulan

berikutnya dengan lebih baik.

Mojokerto,  September 2023
Plt. KEPALA BADA/KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
/ROTAMGIOKERTIO

mbina Tlngkat [
NIP. 19671231 198903 1 055
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BAB |
PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, bahwa Bakesbangpol
merupakan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan kesatuan bangsa
dan politk yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan di bawah serta
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
Bakesbangpol mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan,
mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang
pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan
kelembagaan dan kewaspadaan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :

a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;

c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang
pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;

d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan
umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja, dan pelayanan
administratif dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan program,

kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;



Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit

organisasi di lingkungan badan;

c. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utam (IKU) Badan;

- o
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Pengkoordinasian, penyusunan indikator kinerja individu (IKI) di lingkungan
Badan;

Penyusunan Renstra dan Renja;

Penyusunan RKA,;

Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA,

Penyusunan PK;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan;
Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;

Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan
kearsipan;

Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

. Pelaksanaan urusan rumah tangga;

Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

p. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerabh;

g. Pengelolaan anggaran belanja;

s <&~
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Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;

Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;

Pelaksanaan SPI;

Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat
pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;dan

z. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2) Kelompok Jabatan Fungsional



2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial

Budaya dan Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial Budaya dan Agama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerabh;

d. Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerabh;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan

ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
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narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di wilayah daerah, dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah,
pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing,
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah,
pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing
di wilayah daerah;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala
daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di wilayah daerabh;

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah,
pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing
di wilayah daerah;

d. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,

peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
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dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah,
pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing
di wilayah daerah,;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan
umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing di wilayah daerah, dan

f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta
penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah
daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;

d. Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,



kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah
daerah;Pelaksanaan pemberian izin riset dan survey yang dilaksanakan
oleh perorangan maupun lembaga di daerah serta pemberian izin
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan
Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di daerah, dan
Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang masing-masing, dengan

ketentuan umum sebagai berikut :

a.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kelompok Jabatan Fungsinal terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan;

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh Subkoordinator
pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang
tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui jabatan
administrator masing-masing;

Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator
dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan
dan evaluasi, serta pelaporan sesuai masing-masing pengelompokan
uraian tugas Kelompok Sub substansi;

Subkoordinator ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan
Kepala Badan;

Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan
hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja;

Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023.
Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mojokerto merupakan kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala Badan
Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto dengan Walikota Mojokerto untuk
dicapai dalam periode Tahun 2023. Adapun Perencanaan Kinerja dalam hal ini
sasaran kinerja pegawai (SKP) tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2023

RENCANA HASIL

NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KERJA
1 2 3 4
1. | Menguatnya Prosentase konflik 100 %
Ketahanan Sosial IPOLEKSOSBUD yang
Masyarakat diselesaikan (Kasus-kasus

demonstrasi yang dapat dicegah
danditanggulangi)

Prosentase konflik SARA yang 100 %
diselesaikan
Prosentase LSM / Ormas / Parpol 70,44 %
yang berpatrtisipasi aktif dalam

pembangunan
2. | Meningkatnya Nilai SAKIP 81
Akuntabilitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86,17
Kinerja dan Indeks Manajemen Resiko Level 3

Kualitas Layanan

B. RENCANA AKSI TAHUN 2023.
Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati, maka telah
disusunrencana aksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun

rencanaaksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2

Rencana Aksi Tahun 2023

RENCANA TARGET TARGET TRIWULAN
NO INDIKATOR KINERJA
HASIL KERJA TAHUN | Il 1] \Y
1. | Menguatnya Prosentase konflik 100% 100% 100% 100% 100%
Ketahanan IPOLEKSOSBUD
Sosial yang diselesaikan
Masyarakat (Kasus-kasus
demonstrasi yang
dapat dicegah dan
ditanggulangi
Prosentase konflik 100% 100% 100% 100% 100%
SARA yang
diselesaikan
Prosentase LSM/ | 70,44% 25% 20% 25,44%
Ormas / Parpol
yang
berpartisipasi aktif
dalam
pembangunan
2. | Meningkatnya | Nilai SAKIP 81 81
Akuntabilitas
Kinerja dan Indeks Manajemen Level 3 Level 3
Kualitas Risiko
Layanan
Indeks Kepuasan 86,17 86,17 86,17 86,17 86,17
Masyarakat

C. CAPAIAN KINERJA.

Dari sasaran kinerja pegawai yang ditargetkan, dapat diketahui bahwa

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto memiliki 6 indikator

kinerja untuk mengukur keberhasilan. Adapun capaian kinerja sampai dengan

Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3
Capaian Kinerja Tahun 2023

. RENCANA INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN IV
HASILKERJA TAHUN Target | Realisasi | Capaian
1. | Menguatnya Prosentase konflik 100% 100% 100% 100%
Ketahanan Sosial | IPOLEKSOSBUD
Masyarakat yang diselesaikan
(Kasus-kasus
demonstrasi yang
dapat dicegah dan
ditanggulangi
Prosentase konflik 100% 100% 100% 100%
SARA yang
diselesaikan
Prosentase LSM / 70,44%
Ormas / Parpol yang
berpartisipasi aktif
dalam
pembangunan
2. | Meningkatnya Nilai SAKIP 81 81 80,50 99,38%
Akuntabilitas indeks Manajemen Risko | Level3 | Level3 | Level 260 | 86,67%
Kinerja dan
Kualitas Layanan Indeks Kepuasan 86,17 86,17 87,54 101,59%
Masyarakat

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, sebagian target kinerja telah

tercapai. Secara rinci, penjelasan capaian kinerja dari setiap indikator dapat

dijelaskan sebagai berikut :
1. Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus

demonstrasi yang dapat dicegah danditanggulangi
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Tabel 2.4
Capaian Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan

(Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)

Sasaran Strategis

Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat

Triwulan IV

No Indikator Kinerja _ :
Target |Realisasi| Capaian

Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD

yang diselesaikan (Kasus-kasus
1 _ _ 100% 100% | 100%
demonstrasi yang dapat dicegah dan

ditanggulangi)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan
indikator kinerja utama Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang
diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan
ditanggulangi) yaitu jumlah konflik yang terselesaikan dengan jumlah
potensi konflik yang terjadi

Realisasi Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai
berikut :

Jumlah konflik yang terselesaikan
Jumlah potensi konflik yang terjadi

x 100

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan.
Pada triwulan IV Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik yang terjadi, jadi

capaiankinerjanya mencapai 100 %.

2. Prosentase konflik SARA yangdiselesaikan
Tabel 2.5

Capaian Prosentase Konflik SARA yangdiselesaikan

Sasaran Strategis

MenguatnyaKetahanan Sosial Masyarakat

_ - Triwulan IV
No Indikator Kinerja _ :
Target Realisasi | Capaian
1. | Prosentase konflik SARA yang 100% 100% 100%
diselesaikan
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan
indikator kinerja utama Prosentase konflik SARA yang terselesaikan yaitu
jumlah konflik Sara yang terselesaikan dengan jumlah potensi konflik Sara
yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Prosentase konflik SARA yang

terselesaikan memiliki rumus perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Konflik Sara yang terselesaikan x 100%
Jumlah Potensi Konflik Sara

Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap bulan.
Pada triwulan IV Tahun 2023 tidak terdapat potensi konflik Sara yang

terjadi, jadi capaian kinerjanya mencapai 100%.

. Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam
Pembangunan.
Tabel 2.6
Capaian Prosentase LSM / Ormas / Parpol

yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan

Sasaran Strategis

MenguatnyaKetahanan Sosial Masyarakat

_ - Triwulan IV
No Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian

1 | Prosentase LSM/Ormas/
Parpol yang berpartisipasi
aktif dalam pembangunan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merumuskan
indikator kinerjautama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi
aktif dalam pembangunan vyaitu Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang
berpartisipasi dalam pembangunan dengan Jumlah LSM/ORMAS/Parpol
yang ada. Indikator Kinerja Utama Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang
berpartisipasi aktif dalam pembangunan memiliki rumus perhitungan

sebagai berikut :

Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang
berpartisipasi dalam pembangunan
Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada

X 100 %
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Perhitungan realisasi indikator ini dapat dilaksanakan pada setiap
bulan. Pada triwulan IV Tahun 2023 jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang
berpartisipasi dalam pembangunan adalah sebanyak 39 LSM/ORMAS/
Parpol atau seluruh LSM/ORMAS/Parpol.

. Nilai SAKIP
Tabel 2.7
Capaian SAKIP

Sasaran Strategis

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan

. - Triwulan IV
No Indikator Kinerja _ :
Target Realisasi | Capaian
1. | Nilai SAKIP 81 80,50 99,38%

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota
Mojokerto Nomor 53 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk seluruh
Perangkat Daerah dilakukan pada empat komponen yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4

. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian Kinerja empat komponen vyang digunakan dalam
penilaian/evaluasi AKIP ditunjang oleh dokumen-dokumen perangkat daerah
seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian
Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), LKjIP, Rencana Aksi, IKU
dan sebagainya. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim
Evaluator SAKIP Kota Mojokerto melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Realisasi pada triwulan IV Tahun 2023 sebesar 80,50 ini
merupakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, berdasarkan Surat
Inspektur Kota Mojokerto tanggal 19 Oktober 2023 perihal Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.
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4.

Data dukung/evidence capaian :

» Hasil Evaluasi AKIP Kota Mojokerto Tahun 2023.

== PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
: INSPEKTORAT
o
= S

19 Oktober 2023

Nomor 700.1.2.7/92/417.400. 412023 Yin. Sdr. PR Kepala Badan Kesatuan

sia Penting ‘Bangsa dan Politk Kota Mojokerto

tampean - e

Perhal Laporan  Masil  Evaluasi MOJOKERTO
Alntabatas Kinerja  instansi

Dengan ini kami sampaikan hasil evaliasi AKIP tahun 2023 pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Poliik Kota Mojokerlo dengan Lraian sebagai
berikut:

1. Dasar Hukum

a. Peratwran Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokaasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabiias Kinerja
Instansi Pemerintan.

b. Peraran Walkola Nomor 53 Tahun 2022 tortang Petunuk
Pelaksanaan Evabvasi Akuntabitas Kinefa lnstansi Pemeriniah di
Linghaungan Pemerintah Kota Mojokerto.

. Surat Tugas PIL Inspekiur Kota Mojokerio Nomor: 800.1.11.1/1145/
417.400.1/2023 tanqgal 20 September 2023.

2. Tujuan Evaluasi
Tuan evaluasi adalah Utk meagetshul sejauh mana akuntabiltas

. Meniai ingkat akuntabiltas kinerj;

. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan

€. Memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Masi Evaluas periode
‘sabehumnya.

3) Pelaporan Kineria

3. Ruang Lingkup

Ruang Inghup evakuasi akuniabiias kinerja insiansi pemerintah mefpus
pentaian porencanaan kineda, pendaian pengukuran Kinera, peniaian

4. Metodolog

Pelaksanasn evatuns AKIP merggunakan melodologi penilaian mandia
yang iakukan oleh masing-masing perangiat dacrah (sell assesmen),
dan cvahuasi LKE (Lembar Kerja Evaluasi) oleh evaluator paca aplias e-
‘SAKIP KOTA MOJOKERTO.

5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebetumnya

Rekomendasi hast evaluasi AKIP tahun 2022 sebanyak 10 rekomendasi
dan seluruhnya telah diindak lanjutl.

6. Hasil Evaluasi

Hasl evoluasi atas akuniabiitas kinera Badan Kesausn Bangsa dan
Poltk Kota Mojakerto menurjukkan ks sebesar 80,50 dengan predial
"A". Hal tersebut menunjukkan barwa implementasi akuniabiltas kineria
"Memuaskan®, yoiu terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat
memimpin perubahan dalam mewvjudkan pemerintahan berorientasi
hasil, pada
unit kerja karena pengukuran kineria telah dilakukan.

Rincian hasi evaluasitersebut adaloh sebagai barkut

No Bobot Nilai
1 30 2520
2 30 2550
3 15 1305
[ B 1675
100 80,50
A
‘sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja
Hasi evaluasi atas komponen parencanaan kineia menunjukkan nial
sebesar 25,20 dari bobat sebesar 30,00,

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan knerja menunjukdan niai
‘sebesar 13,05 dari bobot sebesar 16,00,

‘Badan Kesatuan Bangsa dan Politk telsh menyusun LKGP Tahun 2022
dengan menyajkan realsasi Kinera yang lelsh diperianjkan secara

data reallsast kinerja i dengan data-data lain yang dperukan.
Selain i laporan Kkinera leloh meryacs kepeduian seuuh pegawai
dengun adany laporan kwvja secara berkali _etiap 3 bulan namun
bokim torpublikasikan kepoda masyarakat melaki apikasiE-SAKIP
KOTAMOJOKERTO,
4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal

Hasi evaliasi atas komponen evalasi akuntablitas kinesfa intermal
menunjukkan i sebesar 16,75 dari bobot sebesar 25,00.

. Memasiian formula perhitungan indikator Kinerja peda dokumen IKU

0 dapat memeniti kikera SMART (moasurable) dan dapat
dielusurt sumber datanya.

Melakukan publikasi laporan kinerja secara berkala pada aphkasi E-
SAKIP KOTA MOJOKERTO,

Menyusun tencana aksi sebagal benwk upaya uniuk mengalasi
Kendalhambatan programiheggaian dalam rangka pencapalan targel
Mineni.

. Menyusun masiks indak lanjul LHE SAKIP yang beisi Rekomendasi
LME 2023, Rencana aksi indak lanjul, target, wakiu pelaksanaan,
penangqung jawab, dan Satus/progres penyelesaian.

Menyapkan fakior penghambat, pendorong keberhasian dan tindak
lanit yang Gperkikan unek pencapaian kinea programikegisian

Badan Kesatuan Bangsa dan Polik Kota Mojokerto teah menyusn
dokumen rensim, renfa, rncana aksi dan DPA selama § tahun
torakhi

Dokumen perencanaan kineri telah dicrmatan dan dipublikastan
fepat wakiu serta menggambakan kebuduhan alas Kinerj yang pertu
Gope Kunbtas romusan hasl  (uanfasaran) dan KU

Jineria ynng akan dic

hubungan kanerjastraeqUiebijakan antar unt yang saing berkaitan
(crosscutting). Namun terdapal lndikator Kinedj “Indeks Mangjemen
Risiko" yang bekm memenuhi Iiteria SMART (measurabl). Formita
perhtungan icikator fersebut dikur dan fumlah manajemen risko
yang berhasi disusun dengan sumber data laporan paryusunan
manjemen risko.

Porencanaan kinefia Gmanfaatkan Uik mewijudkan hasi yarg

Indiator Kinwefa Utama. (KU) sebagal ukuran knera formal dan
mempunyas mekanisme pergumpulan data kineria seluma 5 tshun
ek,

Motode penguiaran dan penqumpuan data Kinera telah
‘menggunakan teknolog) informasi, yai aplikasi e-dneria dan apikasi
Simoneva. Pemantauan atas pengukuran capaian Kinerja  unit
Sbawahnya. dloksanckan secara berenjang. Hal ini dapat terihat
mela proses approval aiasan langsung SiaS Nput Gaia kineda yang
teah diaksanakan olen banahan paca spikasi eKinera. Sedangkan

Penguiuran kinerja telah diackan dasar dalam pemberian reward dan
punishment, Hal il dapot terihal dari pemberian wnkngan kinerja
berdusarkan capaian kinerja individ dan urdt kerja,

‘Badan Kesatian Bangsa dan Politk Kola Mojokero telsh melakukan
evaluasi akurtabiicas Kinera internal melabi rapat iniemal sctiap
whwulan. Evaliasi akuntabitas Kinera Juga teloh Giskkan secara
berjenjang. Uniuk mendukung pelaksanaan tersebut telah o susun
pecoman evaliasi berupa SOP Monitoring don Evebiasi Kineria
‘Nomor: 700/2001417.604.1/2023. Namun demikian mash terdapat hal

‘Demikian disampaikan hasi evaluasi AKIP, kam menghargai upaya
Atas hasi
evabuasi, kami mengharapkan aga Saudwra Menyusun rencana aksi untuk
merindaklaniut rekomendasi yang telah kam sumpakan.

i ancaranya sobagei berkut:

+ Fvaluasi capwan kineria yang dlskukan secara ntomal belum
menjelaskan rencana aksipeya Uik mengatasi hambatan
programikegiatan yang balum sesua dengan argot ke

« Matriks tindak lanjut LHE SAKIP belum menyajian target, wakiu
pelaksanaan, penanggung jawab, dan statusiprogres penyelesaian.

« Evabasi progamkegaian mels apkasi Simoneva  beum
menyajian fakior penghamb, pendorong keberhasian dan indek

PIL INSPEXTUR KOTA MOJOKERTO

Pombina Utama Madya
NIP. 196312121963021001

anjutyang diperkukan untuk pencapaisn kneria.
7. Rekomendasi % .
o 1 s, bt e 1. Sdr. Seletaris Daerah Kota Mojokerto
Kesatuan Bangsa dan Polik Kota Mojokerto agar : 2. d. Kepala Bappedalibang Kota Mojokerio
3. 501 Kepala Bagian Organisasi Setd

1. Sehnun pegaval merumuskan dan menetapkan perencanasn kineria,
baik berupa Perjanjian Kineria boi jsbetan strukaursl sty Dokumen
Rencana Sasaran Kinerja Pegawa bagi Jabatan Fungsionsl.

Indeks Manajemen Risiko

Tabel 2.8

Capaian Indeks Manajemen Risiko

Sasaran Strategis

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan

Level
2,60

Level 3

1 | Indeks Manajemen Risiko

86,67%

Indeks Manajemen risiko adalah indeks yang menggambarkan
kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup instansi yang diperoleh dari

perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian
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Indeks Manajemen Risiko, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8
(delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu

* Perencanaan

+ Kapabilitas

* Hasil

Realisasi pada triwulan IV Tahun 2023 sebesar 2,60, Untuk
realisasi Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan
evaluasi oleh Tim Inspektorat, dan hasilnya dirilis pada bulan Desember.
Selain dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektorat, Perangkat Daerah juga
Mandiri
berdasarkan Peraturan BPKP Rl Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian

melakukan Penilaian dengan menggunakan kertas Kkerja

Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada

Kementerian/Lembaga/Daerah serta Peraturan Walikota Mojokerto Nomor

44 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko diKota Mojokerto.

Data dukung/evidence capaian

» Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2023.

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
INSPEKTORAT

1
Jn Berteng Pancsda No 23 T, (0321) 399630 Kade Pos 1314
Vicbsite mail

@ WOKERTO

01 Desember 2023
Kepada,
Nomor 700.1.2.7118W417.400 472023 YIh Sdr.P. Kepaia Badan
Sifat Ponting

Lampiran ojokerto
Perihal Lacormiest B pe
Tingka

Pétranan Maaemen Risko

MOJOKERTO

Dengan Ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akhir Tingk:
Kematangan Penerapan Manajemen Risiko i Badan Kesaluan Bangsa
‘Gan Polllk dengan uraian sebagai berikul
A. Pendahuluas
Setiap Perangkat Daerah di Kota Mojokerlo harus menerapkan dan
mengembangkan  Manajemen Risko di kera masing-masing
tersebut

el isko (UPR). Hal i soaan dengan
Manajemen RISko, yailu secara i s meningkatkan tingkal
Kemtangan Warajemen Risko ko arah yang o bk
dalannya waktu, perts dlakukar
1 tingkat kemampuan organisasi d
siko.

in b
1 Poraturan Walikola Mojokerlo Nomor 44 Tahun 2022 Tentang
Manajemen Risiko DI Pemerintah Kota Mojokerto
2. Keputusan Wallkota Mojokerto Nomor: 100.3.3.3/18617.101.32023
tentmg Program Kerda Pengiwasan Tahunan Berbasss Risko
Iospekioral Kota Mojoero Tahun 202
. Sumt Tugas PR Inspecr Nomo  800.1.11.U10417.400.42023
2 Nopermoe 20
C. Tujuan Evalua
1. Memberlkan pendalan sejauh mana perkembangan dan tngkat
Kemampuan organisasi dalam menerapkan Mansjemen RISko
2 Memberkan korendes perbalkan kapad peanckal deern
Ruang Lingku
Ry i Evanast Tigkat Keralangen penerapan mansemen
risiko adalah
Risko yang muncul dari sileg) dan akivitas organisasi
didentiias! dan dibuatian daftar prortas rsiko.
Aditas mitgasl risko drancang dan dimplementasikan untuk
mengurangi rsiko, dan mengelora fisiko, sampa pada tingkat yang
dapat dte
AMiitas_pemantauan beralan diakukan urtuk  melakukas
penaksean kembali (reassess) atas msiko dan  efekivitas
pangekiaan fisko socara perod
E. Batasan Tanggung Jawab Tim Revi
Tanggung jawab kami hanya terbatas pada simpulan evaluasi yang
diksanakan sesual Standar Audt Intern Pemeriniah Indonesia (SAIPT)
yang diterbitkan Asosiasi Audior Intem Pemorntah Indonesia (AAIPI)

Kesatuan Bangsa dan Potik
Kota

Kebenaran dan kekengkapan atas dokumen terkall menjacs tanggung
Java Badan Kesaluan Bangsa dan POITK

odolog! Evaluasi
Metode Evalussi adalah melakukan evaluasi dengan menggunakan
LKE sebagal alat bantu, mengevaluas data dukung
Uralan Hasil Evaluasi
Hasi evaluasi penerapan manajemen risiko Badan Kesaluan Bangsa
dan Poltk adalah 2.60 dengan kesimpulan leve 2. Adspun penjelzsan
hasil evaluas| adalah sebagal berkkut

Kepemimpinan Yang kondust

dan Kesatuan Bangsa dan Poutk sudah membenduk Unit
Pemiik Risko dan sudah menjadikan indeks manajemen risiko
sebagal salah satu indikator kinerjanya.
enyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SOM

dan Kesaluan Bangsa dan Poitik belum melakukan upaya
peningkatan kompetensi dan pemahaman fisko bagi semua
peganal

]

ja yang balk dengan instansi terkait

Badan Kesaluan Bangsa dan Politk bekm mengidenifikasi

meniai, dan mengelola risiko (termasuk mpikasi dari anster

risko) torkat kemiraan unuk _manciptakan hubungan kerfa yang
ik dengan kementerian/ embaga/Daerah (ain.

dentifikasi risiko

Ba a dan Poliik telah menyusun identfikasi

risko yatu telah mengidenificasi risko operasional dan risiko

stralegis, namun masih terdapal kategor fisiko SPBE dan risiko

bencana yang belum didentiiias

Anals sk

Sadan Kesatan Gangsa s PORK e meiausan
siko balk risiko sralegis maupun fisiko. operasiondl

Namun masin ada boberapa kekaurangan anara ian

a Belm seuh risiko operasional diumuskan sistem
pengendalian yang diaksanakan

b. Targel waktu penyeiesajan pada RTP belum ditentukan

c. Realisasi waktu pelaksanaan pada form 7 dan form 8 belum
dicantumian

informasi yang relevan

Stategi dan keblakan manajemen fsko sudah dBal namun

belum dikomunikas kepad pemangu kepentingan

7. Pemantauan Berkelanjutan
Proses manajemen nsiko sudah diaksanakan reviu tetapl belum
diaksanakan secara berkala

8 i Terpsah

Evaluasi teadap proses tindak pengendalian uniuk isko tingkat
operasional dan strategis belum diakukan oleh unt pengawas
intemal,

H. Simpulan

Tingkal kematangan Penerapan Manajemen Risiko Badan Kesatuan

Bangsa dan Polik adalah 2 yaity Sadar Risko (Risk Aware). Proses

Manajemen Risko Badan Kesatuan Bangsa dan Polilk Kota Mojokerto

dilksanakan secara ik lengkap dan dentiikasi tak komprohensit,

Rekomenda:

MR i ook W b

sosialisasibimbingan tekns_man: rsko uniuk semua
Degawal Badan Kesatan Bangsn dah oK

difakukan penilian fiskonya
3. Mengidentifikasi kategorifisko SPBE dan risiko

4. Menmuskan sist sal "
operasiona

5. Menetapkan Target wakiu penyeesaian pada RTP.

6. Mencantumkan realisas wakiu pelaksanaan pada form 7 dan fomm
8

Mengkomunikasikan stateg dan kebijakan risko kepada semua
pegawal dengan dtuangkan daiam dalam noiulen (opal

Melakuskan pencatatan proses Manajemen Risko Secara terth
Melalukan reviu internal dan moniioring terhadp risiko dan tindak
pengendalian serta menyampaikan laporan penerapan manajemen
riSKo balk 1Wulan Maupun 1ahunanN Secara (ertib. Laporan kepada
Walkota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Unit
Kepatuhan Manajemen Resiko dan Unit Pengawas Intern.

Kami berharap Saudara tetap mendorong penerapan manajemen
risko secara berkelanjutan

yang baik,

PIt INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO
s

MUH. SUGENG SE. M.Sl, AK, C.A. CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 196312121963021001

Tembusan asampalkan epada Y

pak Seeiis Daeah Kok Mook Slaki Kekua Uk Ptk Risko Tigkat
Pemerinian Dae

2. Kepai Badan Parencirasn Pembangunan Deerah, Perhin dan Pangersbangan

Kota Mojokerto selaku koordinator tekris Unit Pemili Risko Tingkat Pemerntah
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4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.9
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran Strategis

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan

. - Triwulan IV
No Indikator Kinerja _ :
Target Realisasi | Capaian
1. | Indeks Kepuasan Masyarakat 86,17 87,54 101,59%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari
kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka yang
berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Survei tersebut dilakukan kepada penerima layanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,dalam hal ini adalah perangkat daerah
lain dengan cara mengukur persepsi penerima layanan atas sembilan unsur
dari pelayanan yang diberikan. Sembilan unsur tersebut terdiri dari
Persyaratan (Ul), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2), Waktu
Penyelesaian (U3), Biaya/Tarif (U4), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
(U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan (U8), dan Sarana dan Prasarana (U9).
Survei dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif
dengan pengukuran Skala Likert (Skala 1 — 4),sedangkan pengolahan data
dilakukan dengan memperhitungkan nilai skalayang diperoleh pada setiap
unsur pelayanan. Pengolahan data tersebut akanmenghasilkan besaran nilai
yang dapat digunakan untuk mengetahui mutu dan kinerja pelayanan suatu
organisasi. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dihitung setiap semester melalui aplikasi SuKMa-eJatim

(Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur).
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Realisasi pada triwulan IV Tahun 2023 sebesar 87,54 ini
merupakan Hasil Survey Kepuasan terhadap pengguna layanan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Triwulan IV Tahun 2023,

berdasarkan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

Data dukung/evidence capaian :

No. Dinas/UPT Nilai IKM Jumlah Responden
1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 87.08 123

Rata - Rata 87.08 123

Realisasi Anggaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam
melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023.

Realisasi anggaran triwulan IV tahun 2023 dapat dilihat tabel dibawah ini.

Data dukung/evidence capaian :

Tabel 2.10

Persentase Capaian Realisasi Anggaran

: Anggaran Realisasi %
No Program / Kegiatan :
(Rp) (Rp) Capaian
1 2 3 4 8=4/3*100
1 PROGRAM PENUNJANG 4,488,003,014 4,201,552,063 93.62%
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, ' 6,941,200 5,236,000 75.43%
Penganggaran, dan
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Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat

Daerah

6,941,200

5,236,000

75.43%

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

2,850,121,390

2,727,524,933

95.70%

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

2,849,358,890

2,726,764,433

95.70%

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut

Kelengkapannya

762,500

37,719,324

37,719,324

760,500

30,787,400

30,787,400

99.74%

81.62%

81.62%

Administrasi Umum

Perangkat Daerah

864,447,654

759,804,576

87.89%

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

7,793,300

94,001,554

38,971,800

7,790,000

46,220,500

77,561,100

99.96%

49.17%

199.02%

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

27,385,000

27,205,000

99.34%

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-

undangan

14,500,000

14,200,000

97.93%

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

681,796,000

63,125,700

586,827,976

62,425,000

86.07%

98.89%
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Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

63,125,700

248,147,772

62,425,000

225,121,730

98.89%

90.72%

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

70,350,000

56,837,570

80.79%

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

177,797,772

417,499,974

168,284,160

390,652,424

94.65%

93.57%

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan

137,442,800

134,306,790

97.72%

Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

27,460,000

27,460,000

100.00%

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

252,597,174

228,885,634

90.61%

PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER
KEBANGSAAN

975,045,352

805,062,145

82.57%

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan

Karakter Kebangsaan

975,045,352

805,062,145

82.57%

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang ldeologi Wawasan

Kebangsaan, Bela Negara,

975,045,352

805,062,145

82.57%
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Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan

Sejarah Kebangsaan

PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK
DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

di daerah

14,527,477,560

14,527,477,560

14,367,843,633

14,367,843,633

98.90%

98.90%

Pelaksanaan Kebijakan Di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala

Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik Di Daerah

14,527,477,560

14,367,843,633

98.90%
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PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

2,478,234,259

2,217,540,100

89.48%

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Pelaksanaan kebijakan
dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan

Ormas Asing di Daerah

2,478,234,259

2,379,250,759

2,217,540,100

2,134,982,100

89.48%

89.73%

Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan
Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan

Ormas Asing di Daerah

98,983,500

82,558,000

83.41%

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi,

Sosial dan Budaya

673,153,900

673,153,900

591,704,560

591,704,560

87.90%

87.90%

Pelaksanaan Koordinasi di

Bidang Ketahanan Ekonomi,

673,153,900

591,704,560

87.90%
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Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat

Kepercayaan di Daerah

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

2,386,737,200

2,208,120,200

92.52%

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan
Kewaspadaan Nasional
danPenanganan Konflik

Sosial

2,386,737,200

2,208,120,200

92.52%

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di

Daerah

1,092,528,000

1,001,947,200

91.71%

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan

Lembaga Asing,

736,061,600

724,800,000

98.47%
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Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di

Daerah
Pelaksanaan Forum 558,147,600 481,373,000 86.24%
Koordinasi Pimpinan Daerah
Kab/Kota
JUMLAH 25,528,651,285 24,391,822,701 95.55%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target
anggaran sebesar Rp 975.045.352,- terealisasi sebesar Rp
805.062.145,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 82,57%.
Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program kerja adalah terdapat
beberapa rekening belanja pelaksanaan upacara Hari Jadi Kota
Mojokerto di akomodir oleh Bagian Umum (anggaran yang dibutuhkan
cukup besar) serta terkendalanya serapan anggaran terealisasi pada
Bulan Juli 2023. Solusi untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan
program Kegiatan dimaksud adalah mengupayakan serta merencanakan
kegiatan serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik;

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi  Polittk di daerah dengan target anggaran sebesar
Rp 14.527.477.560,- terealisasi sebesar Rp 14.367.843.633,- dengan
persentase capaian kinerja sebesar 98,90%;

3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
dengan target anggaran sebesar Rp 2.478.234.259,- terealisasi sebesar
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Rp 2.217.540.100,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 89,48%.
Kendala dalam pelaksaan program kerja yang telah dilaksanakan adalah
terkendala adanya penyesuaian anggaran dan ruang lingkup kajian
pengadaan kain seragam untuk mendapatkan saran masukan terkait
langkah-langkah selanjutnya. Solusi untuk mengatasi kendala yang
dialami selama pelaksanaan program adalah merencanakan kegiatan
serupa pada tahun berikutnya dengan lebih baik;

. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target anggaran
sebesar Rp 673.153.900,- terealisasi sebesar Rp 591.704.560,- dengan
persentase capaian kinerja sebesar 87,90%. Kendala dalam
pelaksanaan kegiatan program kerja adalah Pelaksanaan rapat
koordinasi verfikasi hibah FKUB dan Hibah FPK diakomodir Bidang
Kewaspadaan Nasional, dijadikan satu dengan hibah lainnya yang
diampu Bakesbangpol serta belum terlaksananya rapat tim penasehat
FKUB, karena menyesuaikan agenda Walikota. Solusi untuk mengatasi
kendala dari pelaksanaa program kegiatan dimaksud adalah
mengupayakan tim verifikasi hibah hanya diakomodir oleh satu bidang
yang diampu oleh Bakesbangpol,

. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan target
anggaran sebesar Rp  2.386.737.200,- terealisasi sebesar
Rp 2.208.120.200,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 92,52%;
. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 6.941.200,- terealisasi
sebesar Rp 5.236.000,- dengan persentase capaian kinerja sebesar
75,43%);

. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target anggaran
sebesar Rp 2.850.121.390,- terealisasi sebesar Rp 2.727.524.933,-
dengan persentase capaian kinerja sebesar 95,70%;

. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target anggaran
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sebesar Rp 37,719,324 terealisasi sebesar Rp 30.787.400,- dengan
persentase capaian kinerja sebesar 81,62%;

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar
Rp 864.447.654,- terealisasi sebesar Rp 759.804.576,- dengan
persentase capaian kinerja sebesar 87,89%.;

10.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
dengan target anggaran sebesar Rp 63,125,700 terealisasi sebesar Rp
62,425,000 dengan persentase capaian kinerja sebesar 98.89%;

11.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan
target anggaran sebesar Rp 248.147.772,- terealisasi sebesar Rp
225.121.730,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 90,72%;

12.Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 417.499.974,- terealisasi
sebesar Rp 390.652.424,- dengan persentase capaian kinerja sebesar
93,57%.

E. Rencana Tindak Lanjut.
Untuk selanjutnya capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mojokerto yang telah sesuai maupun melampaui target akan
dipertahankan. Sedangkan kinerja yang capaiannya belum 100% akan lebih
ditingkatkan. Pada tahun berikutnya akan dilaksanakan kegiatan sesuai
dengan Rencana aksi yang ditetapkan. Untuk mengatasi kendala yang dialami
selama pelaksanaan program kerja adalah mengupayakan serta

merencanakan kegiatan serupa pada triwulan berikutnya dengan lebih baik.
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BAB Il
PENUTUP

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
pada triwulan IV tahun 2023 belum mencapai target sebagaimana yang telah
ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan
program kerja yang telah dilaksanakan.

Untuk mengatasi kendala yang dialami selama pelaksanaan program
kerja adalah mengupayakan serta merencanakan kegiatan serupa pada tahun

berikutnya dengan lebih baik.

Mojokerto, Desember 2023
Plt. KEPALA BADAﬂJ&E&AIUAN BANGS$A DAN PO

/ b 30 ‘..4‘\-

ngkat I
NIP. 19671231 198903 1 05
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